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ABSTRAKSI

ANDYNA CATRA ANGELYNA, Hukum Perdata Ekonomi, Fakas Hukum
Universitas Brawijaya, Juni 201Analisis Ketentuan Pengecualian Pada Pasal
50 (h) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentangahgan Praktek
Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Sebagaituk Perlindungan
Hukum Bagi Pelaku Usaha KecBambang Winarno,SH,MH, Sentot P.Sigito, SH,
M.HUM.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangakték Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat selain memberikanu spatioman dalam
melaksanakan suatu kegiatan usaha, undang-undanguga memberikan
pengecualian terhadap beberapa hal. Salah saturngangperoleh pengecualian
tersebut adalah pelaku usaha kecil, ini terdapénmdgasal 50 (h) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pengecualian tersebutjben sebagai bentuk
perlindungan yang diberikan oleh pemerintah keesdiaku usaha kecil.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membahas kakad ketentuan
pengecualian pada Pasal 50 (h) yang diberikan pétdku usaha kecil sebagai
salah satu bentuk perlindungan dalam Undang-Unddomor 5 Tahun 1999.
Kedudukan ketentuan pengecualian dilihat sesuai @tak dengan konsideran,
asas dan tujuan undang-undang tersebut.

Dalam upaya untuk mengetahui kedudukan ketentuagegealian pelaku usaha
kecil pada Pasal 50 (h) Undang-Undang Nomor 5 Tat@@0 maka metode
pendekatan yang digunakan adalah metode pendekaidis normatif, sehingga
penelitian ini menitikberatkan pada studi kepusaakdengan mengggunakan data
sekunder sebagai fokus kajian kemudian dianalsigate menggunakan metode
deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalipamberian ketentuan
pengecualian pada Pasal 50 (h) terhadap hukummasi®nal dan nasional yang
kemudian disesuaikan dengan konsideran, asas flem tpembentukan undang-
undang tersebut.

Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwierkean pengecualian pada
pelaku usaha kecil pada Pasal 50 (h) Undang-UnNangpr 5 Tahun 1999 sesuai
dengan aturan yang berlaku dalam hukum internasidaa hukum nasional,
kedudukannya pun sesuai dengan konsideran, asatujdan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999. Kedudukan sesuai tersebub&tniada rumusan Pasal 33
UUD 1945 sebagai landasan politik perekonomian med@ yaitu sistem
ekonomi kerakyatan yang turut melandasi aturareataalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999. Tetapi pemerintah tetap patetwvaspasai adanya
persaingan usaha yang tidak sehat dengan adanyak ggngecualian tesebut,
karena jika pengecualian tersebut dapat menghasilaepak negatif maka akan
dapat merugikan pelaku usaha kecil dan tujuanrzknigan sebagaimana yang
dimaksudkan tidak terwujud.

Menyingkapi hal tersebut, maka diperlukannya pesaastpelaksanaan yang dibuat
oleh pemerintah berisi tentang aturan lebih largaotang pemberian perlindungan
terkait dengan ketentuan pengecualian pada pasdl)30ndang-Undang Nomor
5 Tahun 1999.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan aktifitas yang tidak atlagilepaskan
dari kehidupan manusia, bahkan kegiatan ekonomiipaéan salah satu pilar
penting dalam dinamika kehidupan manusia, karenanusia selalu
mempunyai kebutuhan baik primer, sekunder, maupniet, sehingga
semakin kompleks kebutuhan manusia akan semakiingier pula kegiatan
ekonominya. Kegiatan ekonomi pada dasarnya bersiganultan,
komprehensif dan terus menefus.

Harus diakui dalam kegiatan ekonomi tidak terledas terjadinya
persaingan antara pelaku usaha. Kondisi persaing@nupakan suatu
karakteristik utama dalam sistem ekonomi. Persaingaha menuntut pelaku
usaha untuk memperbaiki produk atau jasa yang itkhasdan untuk terus
melakukan inovasi, berupaya keras memberi prodak fsa yang terbaik
bagi konsumen, menghasilkan produk atau jasa s¢edesmtu dengan harga
yang rendah dan kualitas yang tinggi.

Persaingan adalah suatu elemen yang essensial gela@akonomian
yaitu sebagai titik tumpu dalam ekonomi dan perdgga sehingga perlu
adanya suatu persaingan yang berlangsung dalamnsuaghat, jujur dan

wajar. Persaingan ataompetitionoleh Webster di definisikan sebadai a

LS Redjeki Hartono, 200Hukum Ekonomi IndonesiMalang: Bayumedia Publishing, hal 119



strunggle or contest between two or more personthéosame objects™ dari
pengertian di atas dapat dikatakan bahwa setiapaipgian akan terdapat
unsur-unsur sebagai berikut:
1. ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upagding
mengungguli.
2. ada dua kehendak di antara mereka untuk mencgpantyang sama.

Persaingan sebenarnya merupakan suatu karaktgastikerat dengan
kehidupan manusia yang cenderung untuk saling nmgggli dalam banyak
hal.

Menurut Aristoteles, manusia merupakamodn politicon”, yang
berarti bahwa manusia adalah makhluk social daa jagnurut Hans Kelsen
“man is a social political beingyang artinya manusia merupakan makhluk
social yang dikodratkan hidup dalam kebersamaagaiesesamanya dalam
masyarakat, dan makhluk yang terbawa oleh kodhzdgse makhluk social
untuk selalu berorganisasi.

Pernyataan dari Aristoteles dan Hans Kelsen tetsdbatas tidak
menjamin bahwa tidak akan ada suatu persaingamtdraa masing-masing
individu, karena di dalam diri manusia juga terdagaatu naluriself
preservasi yaitu naluri untuk mempertahankan eksistensinyt@au a

kehadirannya di dunia, baik sebagai individual maugebagai makhluk

2 Arie siswanto, 2004Hukum Persaingan Usah&ogor Selatan: Ghalia Indonesia, hal.
13.

3 Johannes lbrahim dan Lindawaty Sewu, 20Bdikum Bisnis,Bandung: Rineka
Aditama, hal. 3.



hidup, dan dia akan berjuang untuk mempertahankaperkingannnya
sekalipun dia harus bersaing dengan manusia lain.

Salah satu bentuk dari persaingan tersebut adalshipgan di bidang
usaha. Khemani menyatakan bahwa persaingan ekoatamiusaha adalah
situasi di mana antara dua pihdknis or selle) yang bertujuan mencapai
tujuan usaha tertentu seperti keuntungan, penjuatanpun pangsa pasar

Persaingan usaha dapat di bedakan atas persaisgha sehatfgir
competition) dan persaingan usaha tidak sehainfgir competition)
Persaingan usaha dapat dianggap sehat apabilaingarsausaha tersebut
membawa dampak positif. Dampak positif dari pegamusaha yang sehat
adalah terselesaikannya persoalan-persoalan ekosegara impersonal,
adanya kesempatan manusia untuk berusaha dan jugengsang
perekonomian baik mikro ataupun makro.

Sedangkan persaingan usaha dapat dianggap tidak sglabila
membawa pengaruh negatif. Suatu persaingan usattatigiak sehat dapat
menyebabkan perekonomian yang buruk dan merusal glian persaingan
usaha yang sehatyang pada akhirnya dapat mempengaruhi minat iowest
untuk melakukan investasi. Persaingan tidak selzta pakhirnya dapat
mematikan persaingan, yang kemudian memunculkaropubin

Persaingan yang sehat sangat diperlukan bagi sepasdér yang

bersaing, oleh sebab itu diperlukan sebuah perapgeaturan bagi para

* Ibid, hal. 14.

® Sutan Remy Sjahdeini, 2002arangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha
Tidak SehatJurnal Hukum dan Bisnis Volume 2, Jakarta: Yayd3amgembangan Hukum Bisnis,
hal. 7.



pelaku usaha dalam bersaing. Peraturan ini mesgdiat penting, sehingga
dalam melakukan kegiatan usahanya para pelaku usan@enjalankannya
dengan batasan-batasan tertentu sehingga tidakipteda@mn praktek monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat.

Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Nomor 5Suitat999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingaah&JsTidak Sehat
(Lembaran Negara 1999 Nomor 33, Tambahan Lembamgardd Republik
Indonesia Nomor 3817) yang lahir pada bulan MaB&91dan baru efektif
pada bulan September 2000.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara garis basagatur
larangan-larangan bagi pelaku usaha untuk tidakkokhn larangan tersebut,
karena apabila dilakukan maka akan menciptakantgkakionopoli dan
persaingan usaha tidak sehat. Larangan-larangag gda dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut berupa larangdnk melakukan
perjanjian dan kegiatan yang dapat menciptakan tgkaknonopoli dan
persaingan usaha tidak sehat serta posisi dominan.

Perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Namdahun 1999
tersebut adalah oligopoli, penetapan harga, diskéasi harga dan diskon,
pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, apgpni, integrasi vertical,
perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luegeri. Sedangkan kegiatan
yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha lafdamonopoli,
monopsoni, penguasaan pasar, dumping, manipulaaya biproduksi,

persekongkolan.



Setiap pelaku usaha secara tegas dan jelas dilargng melakukan
hal-hal yang dilarang dalam Undang-Undang Nomorabuh 1999. Tetapi
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga memberikaggaualian kepada
pelaku usaha kecil dari pelarangan sebagaimanar dlatam undang-undang
tersebut yang sifat pengecualiannya ditulis dersgengat umum sebagaimana
tertera pada Bab IX, Pasal 50 (h) dengan kalimalers@ana yaitu
“dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang Nomorahun 1999 adalah
pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil”

Ketentuan pengecualian pelaku usaha kecil tersebemnberikan
kebebasan pelaku usaha kecil untuk melakukan leg@dn perjanjian yang
dilarang dalam undang-undang tersebut. Ketentuarggoeialian tersebut
merupakan salah satu bentuk perlindungan (proteksing diberikan
pemerintah terhadap pengembangan usaha kecil.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20@&pet salah
satu asas pembentukan peraturan perundang-undayayan baik yaitu
kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaknvdaalam pembentukan
peraturan perundang-undangan harus benar-benar enatigan materi
muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundgahgagannya.

Maka dari itu, dalam penelitian ini penulis akan nmberikan
penjelasan yang lebih rinci mengenai dikecualikanpglaku usaha kecil
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga umeutkan
kedudukan sesuai tidaknya ketentuan pengecualidakyeusaha kecil

dimasukkan dalam undang-undang tersebut.



Kedudukan ketentuan pengecualian pada Pasal Sfaf@n Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 akan dilihat dari konsideasas dan tujuan
undang-undang tersebut untuk melihat ada tidakeyteptangan suatu aturan
dengan peraturan yang menaunginya (kontradiksinmités).

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa adanyagirdksnis yang
dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999atulissisi
dimaksudkan untuk membatasi dominasi usaha, namuisidlainnya juga
dimaksudkan untuk melarang praktek bisnis yandts#dat. Bagi usaha kecil
yang mempunyai kelemahan-kelemahan tentu tidakbadayanya dilihat dari
potensi dominasinya dalam pasar, akan tetapi grdksmis yang tidak sehat
tetap saja perlu diwaspadai.

Usaha kecil dimungkinkan dapat menggunakan strafemisaja untuk
mengembangkan usahanya dalam rangka mengimbangatiekusaha yang
mempunyai skala usaha lebih besar, akan tetapikoieda praktek yang
secara umum semestinya dilarang tetap memiliki nebtgang merugikan
masyarakat karena dapat berdampak buruk terutagissésama usaha kecil
itu sendiri.

Ketentuan Pasal 50 (h) yang ditulis dengan kalisedierhana tersebut
tentu terlalu singkat, tidak jelas dan dapat menikdn penafsiran yang luas.
Pemberian penafsiran yang tepat sehingga tidalakeeri philosopi dasarnya
untuk tidak merugikan masyarakat tentu menjadi sarsgisah ditemukan

dalam aturan pengecualian pelaku usaha kecil terseb



Jika aturan pengecualian tersebut dimanfaatkan pkdbku usaha
kecil sebagai strategi berkompetisi dapat dimurigkin menimbulkan
kerugian bagi pelaku usaha kecil itu sendiri danmongculkan pertentangan
antara Pasal 50 (h) dengan maksud dari pemberiayepealian tersebut yaitu
sebagai bentuk perlindungan bagi pelaku usaha kecil

Aturan pengecualian pelaku usaha kecil tersebutlu pelikaji,
mengingat sebaik apapun suatu peraturan perundaiggigan dipersiapkan
dan akhirnya diterbitkan, namun dalam kenyataamktigarang bahwa
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undangagnitéak sesuai dengan
kebutuhan yang ada dalam masyarakat, atau bahkdmalhgang seharusnya
diatur dalam ketentuan tersebut justru terlewatkan.

Oleh karena itu, tulisan ini memberikan penjelalsdoih rinci tentang
pemberian pengecualian kepada pelaku usaha yaggldeg dalam usaha
kecil termasuk kesesuaiannya dengan Undang-UndoagoN5 Tahun 1999
jika melihat adanya potensi-potensi negatif yangatlamerugikan pelaku
usaha kecil itu sendiri.

Tulisan ini menggunakan tinjauan yuridis dalam nesoaikan
pengecualian yang diberikan oleh Undang-Undang Nosdahun 1999
sehingga lebih dapat memunculkan isu bahwa Pasgd)%ilalah aturan yang
terlalu singkat dalam memberikan perlindungan lpatpku usaha kecil untuk

bersaing (proteksi approach).



B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kedudukan Pasal 50 (h) tentang pengecupélaku usaha
kecil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ditinjdari
konsideran, asas dan tujuan Undang-Undang Nomah&i1999?
2. Bagaimana kedudukan pasal 50 (h) sebagai bentuikdergan hukum
bagi pelaku usaha kecil jika ditinjau dari dampadgatif yang dapat

ditimbulkan?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagakiogri

1. Untuk memahami, menganalisa dan mendeskripsikanudkg@n
ketentuan pengecualian pada Pasal 50 (h) UndangfgndNomor 5
Tahun 1999 dengan konsideran, asas dan tujuan grufeiang tersebut.

2. Untuk memahami, menganalisa dan mendeskripsikanudke@n
ketentuan pengecualian pada Pasal 50 (h) UndangdAdndNomor 5
Tahun 1999 sebagai bentuk perlindungan hukum belgkp usaha kecil

ditinjau dari dampak negatif yang dapat ditimbulkan



D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfsabagai
bahan kajian untuk menunjang proses belajar mendsgi segenap
civitas akademika khususnya di Fakultas Hukum Usitas Brawijaya.
2. Manfaat Praktis
1. Bagi Pelaku Usaha Kecil.
Dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ypealakha
kecil, terkait dengan pengecualian bagi pelaku aisatil sebagai
salah satu subyek dalam suatu persaingan usaha.
2. Bagi Pemerintah.
Sebagai bahan masukan untuk dijadikan pertimbandgam
mengambil kebijakan bagi usaha kecll
3. Bagi Masyarakat.
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan gp&huan
sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran mange
kedudukan ketentuan pengecualian pada Pasal 50r{tiang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 terhadap konsideran,dasatujuan
undang-undang tersebut serta sebagai bentuk pemtyach bagi
pelaku usaha kecil ditinjau dari dampak negatif gyatepat

ditimbulkan.
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E. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bgditu sebagai berikut :

BAB I:

BAB II:

BAB II1I:

BAB IV:

PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumudasalah,
Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistekag®ienulisan.
KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan kajian umum Undang-Undangndlo5
Tahun 1999, kajian umum tentang perlindungan hukkajian
umum tentang usaha kecil dan kajian umum prinsigatey
perlindungan hukum.

METODE PENELITIAN

Bab ini memuat Metode Pendekatan Penelitian, IskukiuYang
Dikaji, Jenis dan Sumber Bahan Hukum, Teknik Penghn
Bahan Hukum, Teknik Analisis Data dan Definisi Keptual.
PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas mengenai kedudukan pealgec
pelaku usaha kecil ditinjau dari konsideran asas tlguan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta sebagaiulbent
perlindungan bagi pelaku usaha kecil setelah meikiyanp adanya
dampak negatif yang bisa saja muncul dengan adketgntuan

pengecualian tersebut.
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BABIV: PENUTUP
Pada bab ini menguraikan kesimpulan yang diperadisini
pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya sersm-saran
dari penulis sehubungan dengan permasalahan yaarykait

dalam penulisan Metode Penelitian Hukum.



BAB ||

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
L arangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
1. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Sesungguhnya keinginan untuk mengatur larangan tgkak
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapebpgi dalam beberapa
perundang-undangan yang ada.

Praktek- praktek dagang yang curamnopféir trading practicep
dapat dituntut secara pidana berdasarkan Pasabi38Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana. Demikian pula pesaing yanggdan akibat
praktek - praktek dagang yang curang tersebut, tdem@muntut secara
perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undakgm Perdata.

Dalam bidang industri juga diharapkan tidak terjediustri yang
monopolistik dan tidak sehat, sebagaimana diamanatdlalam Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 1984 tentang PerindustriasalP7 ayat (2) dan
(3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1984 tersebut nmiekan bahwa
pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dargep#angan
terhadap insutri untuk mengembangkan persaingag paik dan sehat,
mencegah persaingan tidak jujur, mencegah pemusadastri oleh satu
kelompok atau perseorangan, dan bentuk monopolg yeerugikan

masyarakat.

12
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Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 rignta
Merek sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undéi&ngor 14
Tahun 1997, pemakaian merek tanpa izin dapat ditsg#cara perdata
maupun pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19%&rigrPerseroan
Terbatas juga memuat ketentuan yang melarang psagoasumber
ekonomi dan pemusatan kekuatan ekonomi pada swtumpBok atau
golongan tertentu melalui tindakan merger, konsaiid dan akuisisi
perseroan; hal ini dapat dilakukan asalkan mempikdma kepentingan
perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyaweserpan, serta
kepentingan masyarakat, termasuk pihak ketiga yemgepentingan dan
persaingan bisnis yang sehat dalam perseroan, gegmgaonopoli dan
monopsoni.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa sebelumUdiang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengaturan larangartgkakonopoli dan
persaingan usaha tidak sehat masih diatur secasalpdan tersebar ke
dalam berbagai peraturan perundang-undangan yafg ad

Sebuah undang-undang yang secara komprehensif tenga
persaingan usaha sehat sudah sejak lama dirindakdm masyarakat
Indonesia, khususnya para pelaku bisnis. Dikatalemara komprehensif,
karena seperti yang dijelaskan di atas sebenaregara pragmentaris,
batasan-batasan yuridis terhadap praktek-prakthkisyang tidak sehat

atau curang dapat ditemukan secara tersebar dadearithukum positif.

® Rahmadi Usman, 2004ukum Persaingan Usaha Di Indonesitgkarta: Gramedia
Pustaka Utama, hal. 25-26.
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Tetapi karena sifatnya yang sektoral, perundanguugan tersebut sangat
tidak efektif untuk (secara konseptual) memenuhib&gai indikator
sasaran yang ingin dicapai oleh undang-undangipgesasehat terseb(t.
Sebuah undang-undang yang secara khusus mengasaingan
dan antimonopoli tersebut sudah sejak lama digakirbleh para pakar,
partai politik, lembaga swadaya masyarakat, sagi@nsi pemerintah.
Dalam perkembangan sistem ekonomi Indonesia, pg@aiusaha
menjadi salah satu instrumen ekonomi sejak saatmetsi digulirkan. Hal
ini ditunjukkan melalui lahirnya Undang-Undang Nani® Tahun 1999
tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingah&Jidak Sehat.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan tongggkdiakuinya
persaingan usaha yang sehat sebagai pilar ekoradamdistem ekonomi
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undasay Dahun 1945.
Kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 jugaupestan
koreksi terhadap perkembangan ekonomi yang mentprkaa, yang
terbukti tidak tahan terhadap goncangan/krisis padtan 1997. Krisis
menjelaskan kepada kita bahwa fondasi ekonomi lesiarsaat itu sangat
lemah. Kemudian setelah kondisi ekonomi nasionditili yang sangat
parah, pemerintah mencari bantuan dari donor-ddaior, baik yang
bersifat kolektif maupun negara per negara.
Ketergantungan pada bantuan asing ini mengharys&arerintah

mengikuti berbagai persyaratan yang disepakati abes semuanya

" Muladi, 1998,Menyongsong Keberadaan UU Persaingan Sehat di lesiandalam
UU Antimonopoli Seperti Apakah yang Sesungguhnyta KButuhkan?, Newsletter Nomor 34
Tahun IX, Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukoeh, 35.
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meletakkan Indonesia pada posisi yang lemah. Ssddin persyaratan
utang luar negeri, yaitu mengakselerasi pembuataiang-undang yang
sebenarnya sudah lama didambakan, yang dalam kamalishal akan
dibentuk dalam waktu singkat; pada umumnya inihté¢éajadwal di dalam
Letter of Intensintara Indonesia dengan INIF.

Butir-butir yang tertera dalam Memorandum Interowaail
Monetary Fund (IMF) tanggal 15 Januari 1998, khogasyang mengacu
pada pembaharuan-pembaharuan struktural, menumjlidtava berbagai
rintangan artifisial yang selama ini telah menghangersaingan domestik
telah atau akan dihapus oleh Pemerintah Indonesian tetapi di
samping itu diperlukan pula Undang-Undang Persairigamestik yang
Sehat, yang menetapkan azas-azas persaingan usabasghat, yang
tidak memberikan peluang bagi timbulnya rintangatengan artifisial
baru terhadap persaingan domestik di masa mendatang

Disamping merupakan tuntutan nasional, Undang-Ugpdan
Persaingan Usahddir Competition Law juga merupakan tuntutan atau
kebutuhan rambu-rambu yuridis dalam hubungan bemtiagr bangsa. Dari
sisi kehidupan nasional jelas bahwa basis cul(asds kekeluargaan) dan
konstitusional (demokrasi ekonomi) kita memang sa®kali menolak
praktik-praktik monopolistik dalam kehidupan ekonoyang merugikan

rakyat.

& Muladi, op.cit., hal. 35-36.

° Thee Kian Wie, 2005Aspek-Aspek Ekonomi Yang Perlu Diperhatikan Dalam
Implementasi UU No.5 Tahun 199%yrnal Hukum Dan Bisnis Volume 20, Jakarta: Yayasan
Pengembangan Hukum Bisnis, hal. 27.
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Dari sisi hubungan antarbangsa pun, apalagi dengamculnya
fenomena globalisasi ekonomi yang mengandung malsgmakin
meningkatnya ketergantungan antarbangsa di bertdmng kehidupan
(ekonomi), mengharuskan berbagai bangsa menaatiburaambu
(peraturan) baku dalam bisnis antarbangsa, sebagsekuensi WTO,
APEC, AFTA, NAFTA, EC, dan lain sebagain¥fa.

Beberapa negara sudah mengatur rambu-rambu peasairsgha
yang sehat dalam hukum nasional masing-masing.n§kda Indonesia,
pengaturan persaingan usaha baru terwujud pada 1899 saat Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan PraWltkopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat disahkan. KelahiradatgrUndang
Nomor 5 Tahun 1999 tersebut ditunjang pula dengatutan masyarakat
akan reformasi total dalam tatanan kehidupan bgdzaman bernegara,
termasuk penghapusan kegiatan monopoli di segklarsé

Perjanjian dengan IMF bukan merupakan alasan tuinbggi
penyusun undang-undang tersebut. Kelahiran Undamg Nomor 5
Tahun 1999 tersebut ditunjang pula dengan tuntm@syarakat akan
reformasi total dalam tatanan kehidupan berbangsa dernegara,
termasuk penghapusan kegiatan monopoli di berlsagdor.

Diskusi  intensif tentang perlunya perundang-undanga
antimonopoli telah berlangsung sejak tahun 198Rirsétu negara atau

Pemerintah akhirnya sadar untuk menjamin keutulraseg persaingan

19 Muladi, op.cit., hal. 36.
1 Rahmadi Usman, op.cit., hal. 6.
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usaha dari intervensi pelaku usaha dengan menysiang-undang yang
melarang pelaku usaha untuk melakukan praktek nand@n persaingan
usaha tidak sehat.

Kebutuhan akan seperangkat hukum persaingan usafa |
ditangkap oleh DPR yang segera membuat Rancangdangfindang
Persaingan Usaha. Pembuatan dan pengajuan rancandang-undang
oleh DPR menjadikan proses pembentukan Undang-ndéomor 5
Tahun 1999 termasuk tidak lazim dibandingkan progesbentukan
undang-undang pada umumnya. Rancangan undang-undang
dipersiapkan oleh Kelompok Kerja Program Legisl&gisional DPR
Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri Pembangunamgaie judul
Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Praktekpdd.

Rancangan Undang-Undang ini sempat diisolasikaatleéeberapa
forum diskusi yang pada akhirnya disetujui oleh pentah, dan secara
formal diskusi itu pada akhirnya disetujui oleh pemtah, dan secara
formal dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 19@8tang
Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Séhatng lahir di
bulan Maret 1999 dan baru efektif pada bulan Seipeer2000.

Dari konsiderans menimbang Undang-Undang Nomor bBuiia

1999, dapat diketahui falsafah yang melatarbelak&atphirannya dan

12 sytan Remy Sjahdeini, op.cit., hal. 9.
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sekaligus memuat dasar pikiran perlunya disusunmadindang tersebut.
Setidaknya memuat 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkpadee
terwujudnya kesejahteraan rakyat yang berdasarkandasila
dan Undang-Undang Dasar 1945;

2. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaiiyad
kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk
berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasar
barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha yang seb#ktif,
dan efisien, sehingga dapat mendorong pertumbulkanami
dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;

3. Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia haerada
dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar,regda tidak
menimbulkan adanya pemusatan ekonomi pada pelakioaus
tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatangygelah
dilaksanakan oleh Negara Republik Indonesia teripada
perjanjian-perjanjian internasional.

Sementara itu Penjelasan Umum Undang-Undang Nori@h&n
1999 juga menyatakan antara lain:

“Memperhatikan situasi dan kondisi tersebut di ataenuntut

kita untuk mencermati dan menata kembali kegiatsatha di
Indonesia, agar dunia usaha dapat tumbuh serta dratlang
secara sehat dan benar, sehingga tercipta iklimdpgrgan
usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan ataku
ekonomi pada perorangan atau kelompok tertentuaraniain
dalam bentuk praktik monopoli dan persaingan usébdak
sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentanigegan
cita-cita keadilan sosial. Oleh karena itu, perlususun
undang-undang tentang larangan praktik monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat yang dimaksudkan untuk
menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan
yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaytaku
menciptakan persaiangan usaha yang sehat. Undadgnam

ini memberikan jaminan kepastian hukum untuk lebih
mendorong percepatan pembangunan ekonomi dalamaupay
meningkatkan  kesejahteraan  umum, serta  sebagai
implementasi dari semangat dan jiwa Undang-Undaragdd
1945”,

13 Rahmadi Usman, op.cit., hal. 7.
“bid, hal. 7.
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Dengan demikian kelahiran Undang-Undang Nomor Sum&t999
ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepasttarkum dan
perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usalaan dberusaha,
dengan cara mencegah timbulnya praktek-praktek pwnalan/atau
persaingan usaha tidak sehat lainnya dengan hadggat menciptakan
iklim usaha yang kondusif, dimana setiap pelakuhasdapat bersaing
secara wajar dan sehat. Untuk itu diperlukan atbrs&kum yang pasti dan
jelas yang mengatur tentang larangan praktek mdndpa persaingan

usaha tidak sehat.

2. Asasdan Tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Asas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tegdespat
dalam pasal 2 yang berbunyi :
“Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegia
usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan

memperhatikan keseimbangan antara pelaku usaha dan
kepentingan umum”.

Menurut pasal tersebut, asas kegiatan usaha dnésit yaitu
“demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimimaagtara pelaku
usaha dan kepentingan umum”, disini undang-undargamgan dapat
dan harus mendukung terwujudnya struktur ekonontaga&mana
dimaksud dalam pasal UUD 1945 dalam Pasal 33 ay&t\(D 1945 yang
menyatakan bahwa :

“Perekonomian  disusun  sebagai usaha bersama
berdasarkan atas asas kekeluargaan”.
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Pasal ini memuat suatu pemikiran demokrasi ekondimana hal
ini juga terkandung dalam Pasal 2 Undang-UndangdnTahun 1999.

Ciri khas demokrasi ekonomi adalah diwujudkan oks#mua
anggota masyarakat, untuk kepentingan seluruh masta dan harus
mengabdi kepada kesejahteraan seluruh rakyat. Ba®sgara umum
negara harus menciptakan peraturan persaingan usatik dapat
mencapai tujuan demokrasi ekonomi, disini diharapk@erundang-
undangan antimonopoli yaitu Undang-Undang Nomoabuh 1999 dapat
menciptakan kerangka kerja mencegah timbulnya gkakionopoli dan
persaingan usaha tidak sehat.

Tujuan yang hendak dicapai dengan dibuatnya berhagiang-
undang persaingan sebagaimana dilakukan oleh nreggeaa maju yang
telah sangat berkembang masyarakat korporasinypertseAmerika
Serikat dan Jepang, yaitu untuk menjaga kelangsungersaingan.
Persaingan perlu dijaga eksistensinya demi tertyataefisiensi, baik
efisiensi bagi masyarakat konsumen maupun bagspbaan.

Persaingan akan mendorong setiap pelaku usaha orglakukan
kegiatan usahanya seefisien mungkin agar dapatualdebarang-barang
dan atau jasanya dengan harga semurah-murahnya datgka bersaing
dengan pelaku usaha lain yang menjadi pesaingng&a rkeadaan itu
akan memungkinkan setiap konsumen membeli baramg yaling murah

yang ditawarkan di pasar yang bersangkutan. Detegaiptanya efisiensi
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bagi setiap perusahaan, maka pada gilirannya mdisieersebut akan
menciptakan pula efisiensi bagi masyarakat konsumen

Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua efisigasg ingin
tercapai oleh undang-undang antimonopoli, yaitwsigfisi bagi para
produsen dan efisiensi bagi masyarakat, yang dintbkgngan efisiensi
bagi para produsen adalah efisiensi bagi perusati@am menghasilkan
barang-barang dan jasa-jd3@®erusahaan dikatakan efisien apabila dalam
menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa perusataabut dilakukan
dengan biaya serendah-rendahnya karena dapat nme@gu sumber
daya yang sekecil mungkin, sedangkan masyarakasukeen efisien
apabila para produsen dapat membuat barang-baramg gibutuhkan
oleh konsumen dan bersedia untuk membayar hargandpayang
dibutuhkan itu'®

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998an
pembentukan undang-undang tersebut adalah untuk :

a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi
ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat;

b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peungeit
persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adany
kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi para
pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, darkipela
usaha kecil;

c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha

tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiaiaaha.

15 Thee Kian Wie, op.cit., hal. 61.
'®pid, hal. 7.



22

Apabila diamati, tujuan-tujuan yang ditegaskan walRasal 3
merupakan gabungan antara tujuan yang semata-mdésad oleh
kepentingan ekonomis (meningkatkan efektifitas déasiensi ekonomi),
dengan tujuan yang didasarkan pada pertimbangan ekmmomis.
Pertimbangan non ekonomis ini terutama tampak dandatujuan
menjamin kesempatan yang sama bagi setiap wargaranemtuk ikut
serta dalam proses produksi dan pemasaran barangjada serta
menjamin kepastian kesempatan berusaha yang samaatata pelaku
usaha besar, menengah dan kecil.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa tujuan utamanmu
persaingan usaha adalah :

a. Memelihara kompetisi yang bebasmdintenance of free
completion). Bank dunia menegaskan bahwa perlindungan
terhadap persaingan tidaklah identik dengan pentigeln terhadap
pesaing. Hukum persaingan usaha ditujukan untukncheigi
persaingan bukanlah pesaing. Tujuan ini dilandasi bleh alasan
ekonomi (efisiensi dalam persaingan) maupun ide@agebasan
yang sama untuk berusaha dan bersaing).

b. Mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonpravéntion of abuse
of economic powér Tujuan ini sebenarnya merupakan sisi lain

guna melengkapi dari tujuan yang pertama. Jadisapggan

7 Khemani dalam Arie Siswanto, op.cit, hal.26.
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haruslah dilakukan secara proporsional dalam #dréikpyang kuat
tidak merugikan pelaku usaha yang lain dalam pegsau.

c. Melindungi konsumen pfotection of consumeyxsHal ini lebih
terlihat di Amerika Serikat. Isu ini merupakan sugtersoalan
yang menonjol dalam hukum persaingan usaha. Susgogan
konkret yang muncul sehubungan dengan tujuan makisisi
kesejahteraan konsumen ini adalah apakah ketemqteesaingan
usaha semata-mata ditujukan pada perlindungan kwrsataukah
juga harus mementingkan kepentingan produsen.

Beberapa negara khususnya negara yang sedang barkgm
mementingkan pertumbuhan ekonomi, menganggap bahwa
tekanan persaingan global menuntut supaya merekimduegi
produsen dalam industri tertentu, setidaknya dadamgka pendek,

perlakuan seperti ini seringkali merugikan konsurdfen

3. Subtans Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangakték
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdirikl bab, yaitu :
1.Bab Ketentuan Umum (Pasal 1)
2. Bab Il Asas dan Tujuan (Pasal 2-3)
3. Bab lll  Perjanjian yang Dilarang (Pasal 4-16)
4. Bab IV  Kegiatan yang dilarang (Pasal 17-24)

5.BabV  Posisi Domian (Pasal 25-29)

18 R. Syam Khemani, Hukum Ekonomi Masyarakat , onlitte://www.kompas.con(28
Agustus 2010)
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6. Bab VI  Komisi Persaingan Usaha Tidak SeRas&l 30- 37)

7. Bab VIl Tata Cara Penangan Perkara (Pasdb38-

8. Bab VIII Sanksi (Pasal 47-49)

9. Bab IX Ketentuan Lain (Pasal 50- 51)

10. Bab X Ketentuan Peralihan (Pasal 52)

11.Bab XI Ketentuan Penutup (Pasal 53)

Disamping itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 199@rdjkapi

pula dengan:

1.

2.

Penjelasan Umum

Penjelasan Pasal Demi Pasal

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tal®®® 1

dinyatakan bahwa secara umum, materi Undang-Unbtlangor 5 Tahun

1999 mengandung 6 (enam) bagian pengaturan yattg sdgs :

1.

2.

Perjanjian yang Dilarang;

Kegiatan yang Dilarang;

Posisi Dominan;

Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
Penegakan Hukum;

Ketentuan Lain-lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapahddam

perjanjian yang dilarang untuk dibuat oleh pelalsaha dengan pelaku

usaha lain. Apabila perjanjian-perjanjian yang rditey tetap dibuat oleh
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pelaku usaha, maka perjanjian yang demikian diangatal demi hukum
atau dianggap tidak pernah ada, karena obyek pianaadalah hal-hal
yang tidak halal yang dilarang oleh undang-undali@cam-macam
perjanjian yang dilarang tersebut adalah sebaggiute

1. Perjanjian Oligopoli (Pasal 4 ayat 1);

2. Perjanjian Penetapan Harga (Pasal 5 ayat 1);

3. Diskriminasi Harga dan Diskon (Pasal 6-8);

4. Perjanjian Pembagian Wilayah (Pasal 9);

5. Pemboikotan (Pasal 10);

6. Kartel (Pasal 11);

7. Trust (Pasal 12);

8. Oligopsoni (Pasal 13);

9. Integrasi Vertikal (Pasal 14);

10. Perjanjian Tertutup (Pasal 15);

11.Perjanjian Dengan Pihak Luar Negeri (Pasal 16).

Selain perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undisingior 5
Tahun 1999 diatur pula kegiatan yang dilarang diak oleh pelaku
usaha, yaitu:

1. Monopoli (Pasal 17);

2. Monopsoni (Pasal 18);

3. Penguasaan Pasar (Pasal 19);
4. Dumping (Pasal 20);

5. Manipulasi biaya produksi (Pasal 21);
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6. Persekongkolan (Pasal 22-24).

Kemudian diatur juga 4 macam posisi dominan yatagaihg di dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu:

1. Kegiatan posisi dominan yang bersifat umum (PaSgl 2

2. Jabatan rangkap atau kepengurusan terafiliasil(P@sa

3. Pemilikan saham atau terafiliasi (Pasal 27);

4. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan peraisgPasal

28-29).

4. Pengecualian Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga memberiké&eapa
pengecualian dalam pengaturan pasal-pasalnya. fteige diberikan
kepada pelaku usaha tertentu, kegiatan usaha ttertmmta perjanjian
tertentu. Banyak pertimbangan yang dijadikan algsanberian status ini
diantaranya yang paling kuat adalah alasan latéakéeg philosophis
yuridis berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Un@asgar 1945 dimana

dikatakan bahwa:

“perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdztsas
asas kekeluargaan”.

Dan dalam ayat (4) dinyatakan bahwa:

“perekonomian nasional diselenggarakan berdasar sata
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, eefisi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan jkama
dan kesatuan ekonomi nasional”.
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Oleh sebab itu, demokrasi ekonomi dalam pemahamaonésia
berdasarkan pada perekonomian yang disusun sebagha bersama
berdasar atas asas kekeluargaan dimana:

a. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negarangaiguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

b. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di ndaja
dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar
kemakmuran rakyat;

c. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga areg
diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yalagx t

merugikan kepentingan umum;

Dari pemahaman di atas, maka sudah jelas Undangsign®asar
1945 secara tegas sejak awal telah menginstrukgi@ui dan harus
dilakukannya proteksi terhadap bidang-bidang usetha perekonomian
tertentu. Oleh sebab instruksi Undang-Undang D&846 yang dengan
jelas maka diberlakukannya Undang-Undang Nomor Hufal999,
pengecualian diberlakukan sebagai bagian dari widadang yang
melingkupi berbagai aspek:

a. Pengaturan monopoli alamiah yang dikelola oleh reega

b. Pengecualian terhadap perbuatan atau kegiatan,

c. Pengecualian terhadap perjanjian tertentu,

d. Pengecualian terhadap pelaku usaha tertentu.
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Pengaturan mengenai pengecualian dalam Undang-gridiamor

5 Tahun 1999 diatur dalam Bab IX.

Pasal 50 : “

Yang dikecualikan dari ketentuan ungamdang ini :

a.

perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan
melaksanakan peraturan perundang-undangan
yang berlaku; atau

perjanjian yang berkaitan dengan hak atas
kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek
dagang, hak cipta, desain produk industri,
rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang,
serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba;
atau

perjanjian penetapan standart teknis produk barang
atau jasa yang tidak mengekang dan atau
menghalangin persaingan; atau

perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya
tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali
barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah
daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan
atau perbaikan standart hidup masyarakat luas;
atau

perjanjian internasional yang telah di ratifikasi
oleh Pemerintah republik Indonesia; atau

perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan
untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan
dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau

pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil;
atau

kegiatan usaha koperasi yang secara khusus
bertujuan untuk melayani anggotanya.

5. Kajian Tentang Monopoli.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 T4B@# :

“Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan gh@masaran
barang dan atau atas penguasaan jasa tertentu petaku usaha
atau satu kelompok usaha”.

Secara etimologi, kata monopoli berasal dari bahwpsaani

“Monos” yang berarti berdiri sendiri dan “Poleinaryg berarti penjual.
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Berdasarkan akar kata tersebut, secara sederhang @antas memberi
pengertian monopoli sebagai suatu kondisi dimamydada satu penjual
yang menawarkan (suplai) suatu barang dan jasapetaguasaan tunggal
di pasar untuk menjalankan suatu fungsi perusaltzan sebagainya.
Istilah monopoli harus dibedakan dengan istilah opmfis yang berarti
orang yang menjual produk sendirianonopolis}.

Badudu dan Zain mengartikan monopoli sebagai pertzan
barang tertentu yang hanya boleh dilakukan oleh seing, perusahaan
ataupun Pemerintafi, sedangkan menurut Black’s Law Dictionary
mengartikan monopoli sebaddi:

Privilege or peculiar advantage vested in one orenpersons or

companies, consisting in the exclusive right (oweg to carry on

a particular businnes or trade, manufacture a pautar article, or
control the sale of the whole supply of praticudammodity.

Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekowotehi satu
atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikogegoroduksi dan
atau pemasaran barang atau jasa tertentu sehiraggd thenimbulkan
persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugiksentiegan umurf
dari uraian di atas dapat kita ambil unsur-unsur peaktek monopoli,
yaitu:

1. Terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada satw latah

pelaku usaha.

19 Mhd. Dahlan Surbakti, 2002 onopoli dan Penawaran Tender Sebagai Masalah
Hukum Dalam Pelaksanaan Merger Badlarnal Hukum dan Bisnis Volume 24, Jakarta: Yayasan
Pengembangan Hukum Bisnis, hal. 33.

20 |hid.

L Arie Siswanto, op.cit., hal. 25.
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Adanya penguasaan atas produksi atau pemasararylzdea jasa
tertentu.
Terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Tindakan tersebut merugikan kepentingan umum.

6. Kajian Tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 T4B@# :

“Persaingan usaha tidak sehat adalah persainganaargelaku
usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atmasaran
barang dan atau jasa yang dilakukan dengan carakipijur atau
melawan hukum atau menghambat persaingan”.

Berdasarkan pengertian persaingan usaha tidak patiatPasal 1

angka 6 maka unsur-unsur yang harus dipenuhi dpkusaingan usaha

tidak sehat adalah:

a.

b.

Ct

untuk

Adanya persaingan antar pelaku usaha,

Dilakukan dengan tidak jujur,

Melawan hukum atau menghambat persaingan.

Persaingan usaha merupakan ekspresi dari kebebadmdu

bertindak baik penjual ataupun pembeli diapagli samping

kebebasan semua individu untuk bertindak, tujuasgdegan usaha adalah

alokasi optimal semua faktor produksi dan pemenw®utuhan semua

pihak dengan cara sebaik mungkin. Tetapi dalam d&eay dilapangan

banyak sekali kita jumpai kasus-kasus yang mecéaninpersaingan

usaha tidak sehat antara sesama pelaku usaha.
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Setiap negara membuat pembedaan yang tegas antikan anti
persaingan di satu sisi dan tindakan persaingaangudi sisi lainnya.
Tindakan anti persaingan adalah yindakan yang fhersnencegah
terjadinya persaingan, dan demikian mengarah pad#tanya kondisi
tanpa atau minim persaingan, sedangkan persaingaang adalah
tindakan tidak jujur yang dilakukan dalam kondigrgaingan. Heinz
Lampert menyebutkan bahwa tindakan persaingan guraebagai

persaingan tidak sehat yang melanggar moral yaikg ba

B. Tinjauan Umum Tentang Usaha K ecil.
1. Definisi Usaha Kecil dan Kriteria Usaha Kecil.
Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
memberikan definisi usaha kecil, dimana definissebut adalah:

Pasal 1 angka 2: “Usaha kecil adalah usaha ekong@muduktif
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh
orang perorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan
cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,
atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dari usaha menengah atau
usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha
Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang ini”.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 memberikan kaiter
usaha kecil, sebagai berikut:
a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.@@0(lima

puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.
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500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak tesukatanah
dan bangunan tempat usaha; atau

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai denggling
banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima rajus
rupiah)

Kriteria yang disebutkan di atas masih dapat dinulbdai
nominalnya sesuai dengan perkembangan perekonoyaian diatur
dengan PP (Peraturan Presiden).

2. Bentuk dan Jenis Usaha K ecil.

Usaha kecil dapat digolongkan menurut bentuk, jes@ga
kegiatan yang dilakukannya. Bentuk dan jasa usadel ldapat
diperinci dari berbagai segi, antara lain sebagekbt*?

1. Ditinjau dari hakikat dan penggolongannya, dibedakeenjadi 3,
yaitu :
a. Industri kecil,
b. Perusahaan berskala kecil,
c. Sektor informal.
2. Ditinjau dari bentuk usahanya, perusahaan yangapetd di
Indonesia dapat digolongkan menjadi 2 hal, yaitu :
a. Usaha perseorangan,

b. Usaha persekutuan/ partnership.

22 Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menerg2200-2004,2002, Jakarta:
Departemen Perindustrian dan Perdagangan, hal. 6.
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3. Ditinjau dari jenis produk atau jasa yang dihasilkaaupun
aktivitas yang dilakukan, yaitu:
a. Usaha perdagangan,
b. Usaha pertanian,
€. Usaha industri.
d. Usaha jasa.

Badan pusat statistik menggolongan perusahaan waba
industri pengolahan di Indonesia kedalam empatgkaitderdasarkan
jumlah pekerja yang dimiliki oleh suatu perusahatau usaha tanpa
memperhatikan besarnya modal yang ditanam maukuakan
mesin yang digunakan. Empat kategori tersebut hdgla

1. Industri kerajinan rumah tangga, yaitu perusahdan a
usaha industri pengolahan yang mempunyai pekeda 1-
orang.

2. Industri kecil, yaitu perusahaan atau usaha industr
pengolahan yang mempunyai pekerja 5-19 orang.

3. Industri sedang, yaitu perusahaan atau usaha mdust
pengolahan yang mempunyai pekerja 20-29 orang.

4. Industri besar, yaitu perusahaan atau usaha imdustr

pengolahan yang mempunyai pekerja 100 atau lebih.

2 bid, hal. 48.
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Berdasarkan keputusan Menteri Industri dan Perdmgaii|
nomor 589 tahun 1999 pasal 3, industri dibagi tygétu :

a. Industri hulu atau disebut industri dasar, yaitduisiri
yang mengelola sumber atau bahan baku, setengah jad
atau bahan jadi yang padat modal.

b. Industri hilir atau industri aneka, yaitu indusiang
mengelola sumber daya alam dan energi (pertanian,
keutanan, pertambangan dan energi) dan industri
manufacturing.

c. Industri kecil digambarkan sebagai industri yanglgta
karya, yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja
yang tidak tertampung pada sector lain terutama
pertanian.

3. Kelebihan Pelaku Usaha Kecil.
Kelebihan dan daya tarik tersebut adalah sebagiiiné*

1. Pemilik merangkap manajer perusahaan dan meangkapas
fungsi manajeriil seperti marketing, finance damanistrasi.

2. Dalam mengelolanya mungkin tidak memiliki keahlian
manajerial yang handal.

3. Sebagian besar membuat lapangan kerja baru, inaasi
sumber daya baru serta barang dan jasa-jasa tertent

4. Resiko usaha menjadi beban pemilik.

% Titik Sartika Partomo dan Abd Rachman Soedjond@42@Ekonomi Skala kecil dan
Menengah, Bogor Selatan: Ghalia Indonesia, hal. 10.
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5. Pertumbuhannya lambat, tidak teratur, tetapi kadauzng
terlalu cepat dan bahkan premature.

6. fleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendekmun tidak
memiliki rencana jangka panjang.

7. Bebas menentukan harga produksi atas barang dan jas

8. Prosedur hukumnya sederhana.

9. Pajak relatif ringan karena yang dikenakan pajataddpribadi
atau pengusaha bukan perusahaannya.

10.Komunikasi dengan pihak lain bersifat pribadi.

11.Mudah dalam proses pendirian.

12.Mudah dibubarkan setiap saat jika dikehendaki.

13. Pemilik mengelola secara mandiri dan bebas waktu.

14.Pemilik menerima semua laba.

15. Umumnya mampu selamat dari krisis moneter.

16.Memberikan peluang dan kemudahaan dalam peratuman d
kebijakan pemerintah demi berkembangnya usaha kecil

17.Diversifikasi usaha terbuka luas sepanjang waktn pasar
konsumen senantiasa tergali melalui kreativitagpketa.

18. Relatif tidak membutuhkan investasi terlalu betamaga kerja
tidak berpendidikan tinggi dan standart produksindyan

relative tidak terlalu mahal.
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4. Kelemahan dan Hambatan Pelaku Usaha K ecil.

Kelemahan dan hambatan pelaku usaha kecil umumnya
berkaitan dengan faktor intern atau dalam pelakahaskecil itu
sendiri, kelemahan dan hambatan tersebut ad@lah :

1. Terlalu banyak biaya yang dikeluarkan, utang yaitakt
beranfaat dan tidak memenuhi ketentuan pembukaa ait.

2. Pembagian kerja yang tidak proporsional dan karyasexing
bekerja diluar batas jam kerja.

3. Tidak mengetahui secara tepat beberapa kebutuhatalmo
kerja, karena tidak ada perencanaan kas.

4. persediaan barang terlalu banyak sehingga bebeepa
barang ada yang kurang laku.

5. Sering terjadi mist manajemen dan Kketidakpedulian
pengelolaan terhadap prinsip-prinsip manajemen.

6. Sumber modal yang terbatas pada kemampuan pemilik.

7. Perencanaan dan program pengendalian sering tialatau
belum pernah merumuskan.

Adapun yang menyangkut faktor ekstern atau luataran
lain:?®
1. Resiko dan hutang kepada pihak ketiga ditanggureh ol

kekayaan pribadi.

25 |pid.
28 |bid, hal. 13.
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2. Sifat kekurangan informasi bisnis, hanya mengaculapa
instuisi, dan ambisi pengelola, serat emah dalaimpsi.
3. Tidak pernah melakukan studi kelayakan, penelipiasar dan

analisis perputaran uang tunai.

5. Kekuatan Pelaku Usaha K ecil Dalam Per saingan.

Pasar globalisasi menuntut setiap pelaku usahak wtapat
bersaing dan betahan menghadapi persaingan terg&ddaku usaha
kecil sendiri mempunyai beberapa keunggulan dafakpe usaha
lainnya dalam menghadapi era globalisasi dan pardgm bebas.
Pelaku usaha kecil ekonomi mempunyai beberapa ikelebyang
mendasar, yaitt*

1. Pelaku usaha kecil tersebut bergerak dalam pasag ya
terpecah-pecah.

Dalam pasar yang demikian, fenomena skala ekonmtak t

terlalu penting, sehingga keuntungan yang diperadizini

pelaku usaha kecil tidaklah menonjol. Pasar semacam
memiliki segmen-segmen yang sangat bervariasi.

2. Pelaku usaha kecil mempunyai tingkat heteroginyasg
tinggi.

Heteroginitas dalam hal ini adalah heteroginitalsrdabidang

teknologi yang bisa digunakan heteroginitas tekmiolgang

27 Nurhayati, 2003, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja mDa
Keunggulan Bersaing Usaha Kecijlang berorientasi Ekspor di Jawa Timur, Tesis Kida
Diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Pasca Sarjanaéfsitas Brawijaya, hal. 4.
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ada. Pelaku usaha kecil dapat menghasilkan procukpakan
salah satu determinan terpenting untuk kelangsurigdap
pelaku usaha kecil.

3. Pelaku usaha kecil tergabung dalaiaster (sentra industri)
sehingga mampu memanfaatkan efisiensi kolektif.

Misalnya dalam pembelian bahan baku, pemanfaatamgse
kerja terampil dan dalam hal pemasaran usaha ditedngkan
oleh kondisi demografis, yang membuat produk-proplelaku

usaha kecil memperoleh proteksi alami karena pgsag

dilayani tidak terjangkau oleh inovasi produk-prkdskala
besar.

Selain hal di atas, usaha kecil juga memiliki ndaategis bagi

perkembangan perekonomian Indonesia, y’ﬁitu:

1. Adanya indikasi yang menunjukkan bahwa banyak pcodu
tertentu yang dikerjakan oleh sektor riil yang jushasilnya
tersebut digunakan oleh industri menengah dan hiEagan
alasan margin yang lebih ekonomis,

2. Merupakan pemerataan konsentrasi dari kekuatan oekion
masyarakat,

3. Prosedur hukum sangat sederhana dalam prosesipanga,

%M. Tohar, 1999Membuka Usaha Kegi¥ogyakarta, Penerbit Kanisius, hal. 29.
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4. Umumnya lebih mampu untuk survive atau bertahareraar
dalam bidang usahanya, terkadang Usaha Kecil miesapa
perintis produk baru yang belum ada pesaingnya,

5. Diversivikasi usaha terbuka luas sepanjang waktariaapasar
Usaha Kecil yang masih luas sehingga dapat digalalon
kreatifitas pelaku usaha kecil,

6. Relatif tidak membutuhkan investasi terlalu betemaga kerja
tidak perlu berpendidikan tinggi dan sarana prodigisnya
relatif tidak terlalu mahal.

Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Naisbi@nda
bukunya Global Paradox yang menyatakan bahwa semiaésar
ekonomi dunia, makan semakin kuat pelaku usahal lsetiingga
pelaku usaha kecillah yang akan mempunyai keunggulalam

menghadapi era perdagangan béBas.

C. Tinjauan Umum Tentang Prinsip Perlindungan Hukum.

Prinsip hukum atau asas hukum adalah norma dasag ya
dijabarkan dari hukum positif dan yang oleh ilmwkinn tidak dianggap
berasal dari aturan-aturan yang lebih umum. Asdsurhuini adalah
pengendapan hukum positif dalam suatu masyaraka&mikdanliah

pendapat Bellefroid®

29 Nuhayati, op.cit., hal. 5.
%0 Dikutip oleh NotoamidjoPemi Keadilan dan Kemanusiaaimal.49.
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1. Pengertian Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum pada hakikatnya untuk melindurak
yang biasanya dalam suatu masyarakat mencakup puddu
kepentingan. Berdasarkan Kongres ke-6 peradild®addung, bahwa
perlindungan hukum adalah melindungi hak setiapngrantuk
mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sashaholkum dan
undang-undang, maka setiap pelanggaran hak yangdutiitan
padanya dan pembelakangan yang diderita olehnyagiiak pula
untuk mendapatkan yang di perlukan sesuai dengas aegara
hukum3!

Secara bahasa, “perlindungan” berarti tempat lkrig>?
Sedangkan arti dari kata “hukum” itu sendiri sulittuk di definisikan
secara lengkap dan jelas. Hal tersebut terbuktgaleriidak adanya
kesepakatan dari para sarjana hukum mengenai piamgedari
“hukum”. Hampir setiap sarjana hukum yang memberikkefinisi
tentang “hukum” berbeda dengan definisi dari sarjamkum lainnya.

Dalam kamus Hukum karangan Sudarsono, dikatakdurdu
adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemi@riatau adat
yang berlaku bagi semua orang disuatu masyarakegata)-

Menurut Utrecht, hukum adalah himpunan peraturaatpsan yaitu

31 Deden Santoso, 200®erlindungan Hukum bagi First Aider dalam Pertolang
Gawat Darurat Prarumah Saki§kripsi Tidak Diterbitkan, Malang, Fakultas Hukunmitkersitas
Brawijaya, hal. 17.

2 Departemen Pendidikan Nasional, 206@&mus Besar Bahasa Indonesidakarta:
Balai Pustaka, hal. 31.

¥ Sudarsono, 199Kamus HukumJakarta: Rineka Cipta, hal.167.
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yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangamg mengurus
tata tertib suatu masyarakat dan karena itu hartsatd oleh
masyarakat itu.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum adalah keselmuh
kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan atau kaedabah dalam
suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan spekdnnya
dengan suatu sankéiPada prinsipnya hukum merupakan kenyataan
dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamdanya
penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang danaganlain.
Berdasarkan asumsi ini pada dasarnya hukum mengafomngan
antara manusia didalam masyarakat berdasarkanpepnesip yang
beraneka ragam pula. Oleh sebab itu setiap oratadatih masyarakat
wajib taat dan mematuhinya.

Pengertian perlindungan hukum menurut Philipus Mdjein
adalah perlindungan akan harkat dan martabat Seetegakuan
terhadap hak azasi manusia yang dimiliki oleh skidygkum dalam
negara hukum berdasarkan ketentuan hukum dari lkesagar®
Selain itu menurutnya perlindungan hukum adalah yaqgaya
hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk melirgikepentingan

dan hak-hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat.

34 Sudikno Mertokusumo, 1998)engenal HukumYogyakarta, Liberty, hal. 40.

% Sudarsono, op.cit., Hal. 167.

% Philipus M. Hadjon, 1987Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indoneslakarta, Bina
lImu, hal. 105.

%" Ibid, hal.1.
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2. Macam-Macam Perlindungan Hukum

Dalam bukunya Philipus M. Hadjon, mengungkapkamgadalua jenis

Perlindungan Hukunt®

a. Perlindungan hukum preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, kepada rakijaerikan
kesempatan untuk mengajukan Kkeberatan atau pengapat
sebelum suatu keputusan terjadi sengketa. Perlgaofutukum
preventif sangat besar artinya bagi tindakan pertaTi yang
didasarkan kepada kebebasan bertindak karena desdmmya
Perlindungan hukum yang preventif, pemerintah tendg untuk
bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yaitgsadrkan
pada dekresi.

b. Perlindungan hukum represif
Perlindungan hukum represif bertujuan untuk merszkan
sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Rerddimum
dan Administrasi di Indonesia termasuk di dalam egati
Perlindungan hukum represif.

Kepentingan-kepentingan ini selalu akan menyebabkan
pertikaian dan kekacauan satu sama lain. Hukum regatmnkan
kedamaian dengan mengadakan keseimbangan antaemtikgpn

yang dilindungi dengan hak masing-masing individimana setiap

%8 |bid, hal. 3-5.



43

orang harus memperoleh sedapat mungkin yang mengdaiya, hal
tersebut dapat dilakukan melalui perlindungan hukum

Menurut Soerjono Dirjosisworo, ada berbagai upaya
perlindungan bagi masyarakat secara umum, mefiputi:

a. Perlindungan individu dari gangguan orang lain &@lompok
dalam pergaulan hidup yang karena berbagai fakéobuat
merugikan.

b. Perlindungan individu tersangka atau terdakwa datamtu
perkara pidana dari kemungkinan timbulnya tindakan
kesewenangan oknum aparat penegak hukum.

c. Perlindungan masyarakat atas kemungkinan berbaatteatak

berbuat dari warga masyarakat.

3. Perlindungan Hukum Bagi Usaha K ecil

Selama beberapa dekade pasar di Indonesia sapgagédruhi
oleh pemberian hak khusus kepada sekelompok pemgtesdentu dan
demikian juga pada saat yang bersamaan pemerinthpunyai
kebijakan untuk memproteksi usaha kecil dan merengang
didasarkan pada interpretasi Pasal 33 Undang-Undsasgar 1945.
Sektor Usaha Kecil sering menjadi perhatian politkonomi
Indonesia. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Répubtionesia
Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam ngka

Demokrasi Ekonomi, telah mengamanatkan bahwa pegoipan

% |bid, hal. 14.
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ekonomi nasional didasarkan pada ekonomi kerakyayang
melibatkan pengembangan usaha mikro, kecil, merendan
Koperasi®

Hal ini dikuatkan dalam TAP MPR. Rl No.IV/MPR/199@n
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (PROPERNAS) Tahun 2000-2004.
Pemerintah memastikan bahwa pembangunan ekonombnabs
berdasarkan pada ekonomi kerakyatan. Pembangunamorak
kerakyatan dengan arah kebijakan yang beroriep@s$a pengusaha
kecil dalam bentuk pemberian bantuan fasilitas dagara terutama
perlindungan dari persaingan usaha yang tidak seyetdidikan,
pelatihan, informasi bisnis dan teknologi, permadakerta lokasi
usaha.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Ugdan
Nomor 5 Tahun 1999 terhadap Usaha Kecil adalah aeng
diberikannya pengecualian terhadap pelaku usahbyleeg) tercantum
dalam Pasal 50 (h) yang artinya dengan adanya pealign tersebut
maka segala ketentuan yang berlaku dalam Undangsigndlomot 5
Tahun 1999 tidak dapat diberlakukan kepada pelakbaikecil.

Adanya pengecualian yang merupakan salah satu Koentu
perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil dalardaddg-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 diharapkan dapat memberikannkes&n bagi

0 Mubyarto, 2000Membangun Sistem Ekongrifiogyakarta, BPFE, hal. 26.
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pelaku usaha kecil untuk berusaha dan bersainghdsiatu pasar agar
mampu untuk mengembangkan dirinya dan tidak metjadian dari

kegiatan pelaku usaha
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METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yumdisnatif.
Sebagai penelitian yuridis normatif, penelitian ihendak mengkaji
kedudukan ketentuan pengecualian pelaku usaha tgagglong usaha
kecil dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 derigarsideran,
asas dan tujuan undang-undang tersebut serta merigdudukan
ketentuan pengecualian tersebut sebagai salahbsatuk perlindungan
bagi pelaku usaha Kkecil ditinjau dari dampak négsang dapat

ditimbulkan dari pemanfaatan ketentuan tersebut.

B. Jenisdan Sumber Bahan Hukum
a. Jenis data hukum yang digunakan oleh penulis adzhln hukum.

Bahan hukum tersebut terdiri dari :

1) Bahan Primer; berupa peraturan perundang-undarmag terkait
langsung dengan permasalahan yang diangkat yakni:
1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2) Bahan Sekunder; merupakan data yang dapat mengeheksil

dari data primer yang diperoleh. Data ini berupa:
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a. Literatur-literatur yang berkaitan dengan masalaiakiek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan pels&ha
kecil, jurnal hukum dan bisnis, karya tulis maugutikel dari
kalangan ahli hukum yang berkaitan dengan masatatopoli,
persaingan usaha, dan juga tentang pelalu usala kec

b. Hasil penelitian yang sudah ada mengenai masalatopadi,
persaingan usaha, dan pelaku usaha kecil, sktipssjs, dan
desertasi.

3) Bahan Tersier; merupakan data yang belum diperdieh data
primer ataupun data sekunder yang berfungsi unt@miperi
deskripsi yang lebih jelas untuk kedua data tersebata ini
diperoleh dari :

a. Internet

b. Kamus Besar Bahasa Indonesia

c. Kamus Hukum

d. Kamus Bahasa Inggris

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini bersumiagr dndang-

Undang yang terkait dengan kedudukan ketentuarepesdtian dalam

pasal 50 (h) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, muikw

literatur ilmu hukum dan tulisan-tulisan lain yamglevan dengan
rumusan masalah dan juga informasi yang didapajademengakses

internet. Sumber hukum didapat dan diambil darpbstakaan PDIH
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Fakultas Hukum Brawijaya, Perpustakaan Pusat Usitasr

Brawijaya, dan juga interner dalam mengakses data.

C. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum yang akan dilakukiafam

penulisan skripsi adalah :

a. Melakukan studi kepustakaan, yaitu membaca bukurbuk
literature, hasil penelitian, situs-situs interpetnal yang berkaitan
dengan obyek pembahasan;

b. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan materi penulisan.

Bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikian disusun

secara sistematis sesuai dengan pokok permasajaingnakan dibahas

dalam tiap-tiap bab nantinya.

D. Teknik Analisis Data Hukum
Bahan hukum vyang diperoleh selanjutnya akan ditelit
menggunakan metodelnterpretasi (penafsiran pasal-pasal dalam
perundang-undangan), yang kemukakan secara déskkipalitatif.
Dengan cara menafsirkan dan menganalisis pasal-gasg berkaitan
dengan pengecualian pelaku usaha kecil, besertakip@mpara pakar

hukum yang terdapat dalam tulisan atau karya ilmagédupun dalam
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dokumen yang terkait dengan ketentuan pengecublgn pelaku usaha

yang tergolong usaha kecil.

E. Definis Konseptual
Penelitian ini akan ditekankan pada hal-hal yangkditan
perlindungan bagi pelaku usaha kecil pada Pasah &fhdang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Momajawl Persaingan
Usaha Tidak Sehat.
Definisi konseptual tersebut antara lain :

a. Analisis adalah penelitian terhadap suatu peristintak diketahui
sebab-musababnya, duduk perkaranya atau pros&€snya.

b. Pengecualian adalah hal memperkecualikan, segélgahg luar
biasa (istimewa), segala yang lain dari urﬁ"(.uﬁengecualian yang
dimaksud disini adalah dalam bentumionopoly by lawyang
diperbolehkan dan dilindungi oleh hukum, yang dalbat ini
diberikan kepada pelaku usaha kecil yang tercamtalam pasal
50 (h) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

c. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan ateagaran
barang dan atau atas penggunaan jasa tertentusatahpelaku
usaha atau satu kelompok usaffasal 1 angka 1 Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Momojplain

Persaingan Usaha Tidak Sehat)

(3 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1%@8nus Besar Bahasa Indonesia
Jakarta Balai Pustaka, hal 6.
“2|bid, hal. 46.
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d. Larangan praktek monopoli adalah larangan pemudetinatan
ekonomi oleh salah satu atau lebih pelaku usahag yan
mengakibatkan dikuasainya produksi atau pemasdesnbarang
dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingahautidak
sehat dan dapat merugikan kepentingan um@asal 1 angka 2
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangeakiék

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)

e. Persaingan usaha tidak sehat adalah persainganpatdéu usaha
dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pearasmrang
dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak @igu melawan
hukum atau menghambat persaingan usaha (pasal Ka &hg
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)

f. Perlindungan hukum, dalam kamus Bahasa Indonediachengan
mempunyai pengertian hal yang melindufigsedangkan hukum
sendiri mempunyai pengertian yaitu himpunan peaatgeraturan
yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dam&ate harus
ditaati oleh masyarakat iffl. Penulis berdasarkan hal tersebut
membatasi pengertian perlindungan hukum sebagéinghengan
yang diberikan oleh hukum kepada pelaku suaha ,kgaihg
berupa peraturan perundang-undangan. Perlindunganrhdisini
ditujukan kepada hak dan kewajiban pelaku usahaandal

persaingan.

43 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, op.cit.,584.
4 C.S.T Kansil, 1989%engantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonedikarta, Balai
Pustaka, hal. 35.
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g. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atin hesaha,
baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badamthyang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiat@tam
wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik seénmdaupun
bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakerbabai
usaha dalam ekonomiPasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dasaifegan Usaha

Tidak sehat)

h. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yanglibesendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badahaugang
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabergapaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian bakdsung maupun
tidak langsung dari usaha menengah atau usaha lyasay
memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimakdathm
Undang-Undang ini . (Pasal 1 angka 2 Undang-Undiargor 20

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menehgah
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PEMBAHASAN

A. Kedudukan Ketentuan Pengecualian Pada Pasal 50 (h) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dengan Konsideran, Asas Dan Tujuan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tahun 2003 Indonesia telah memasuki era perdagahghas,
yaitu dengan menjadi anggota AFTASEAN Free Trade Ar¢aan pada
tahun 2010 untuk perdagangan bebas bagi negaraanféga Pasific
Economic CooperationlAPEC) dan secara keseluruhan perdagangan
bebas yaitiwWorld Trade OrganizatiofWTO) yang akan diselenggarakan
pada tahun 2000, yang Indonesia turut di dalamnya.

Pada saat itu akan sangat mudah sekali baranggbatrampun jasa
masuk ke Indonesia dari luar negeri. Pasar akaanfiboleh barang-
barang yang bersaing, baik dari segi kualitas madoantitas, oleh sebab
itu maka pemerintah harus memberikan suatu penrigain terhadap
pelaku usaha di Indonesia terutama golongan ekolenah dalam hal ini
pelaku usaha kecil.

Pelaku usaha dengan skala usaha apapun tidak dapat
menghindarkan dirinya dari era perdagangan bebami ¢pelaku usaha
baik dari dalam negeri maupun luar negeri dihamskarsaing secara

sehat dan ketat. Demikian pula dengan usaha kmslku usaha kecil
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tidak dapat lepas dari persaingan secara globakamena pelaku usaha
kecil merupakan bagian dari pasar dan persainganpakan konsekuensi
yang logis atas terjadinya pasar.

Perdangangan bebas merupakan faktor yang sangimgo®agi
setiap negara, oleh karena itu sangat diperlukdurgan perdagangan
yang tertib dan adil untuk dapat mewujudkan keiarti dan keadilan
dibidang perdagangan tersebut diperlukan aturaratyang menjaga
serta memelihara hak-hak dan kewajiban para pelsdaha. Bangsa
Indonesia sendiri sudah mempunyai suatu peratueamgang-undangan
itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentBagngan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini
mencerminkan peningkatan kesadaran di pihak Petakriindonesia
bahwa kestabilan ekonomi makro, kebijakan ekonamipgrsaingan, dan
pengembangan sumber daya manusia merupakan péasypeating yang
diperlukan untuk meningkatkan pembangunan ekonamg \ebih efisien
dan berdaya saing internasional dan juga untulapaioya kemakmuran
kepada seluruh lapisan masyardRat.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terdapankean
pengecualian yang ditujukan untuk pelaku usahd ket pada Pasal 50
(h). Ketentuan pengecualian pelaku usaha kecilelbeits memberikan

kebebasan pelaku usaha kecil untuk melakukan lkegidan perjanjian

5 Untung Tri Basuki, 2003Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Persaingan Usaha
Industri Kecil di Pasar BebasJakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, hal. 13.
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yang dilarang dalam undang-undang tersebut. Kedenpengecualian
tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungmateksi) yang
diberikan pemerintah terhadap pengembangan usafia ke

Kedudukan ketentuan pengecualian pada Pasal 50ddl@m
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 akan dilihat KHansideran, asas
dan tujuan undang-undang tersebut untuk melihat &daknya
pertentangan suatu aturan dengan peraturan yangaumgnya
(kontradiksi interminis). Dalam Pasal 5 Undang-Umgidlomor 10 Tahun
2004 terdapat salah satu asas pembentukan peraenamang-undangan
yang baik yaitu kesesuaian antara jenis dan mateatan, yakni bahwa
dalam pembentukan peraturan perundang-undangars fmenar-benar
memperhatikan materi muatan yang tepat dengan j@eisaturan
perundang-undangannya.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republikdnesia
Nomor M. HH-01.PP.01.01 Tahun 2008 tentang PedoPamyusunan
Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-ganiakonsideran
memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikyramg menjadi latar
belakang dan alasan pembuatan rancangan undangeurfélakok-pokok
pikiran memuat unsur filosofis, yuridis, dan sos@é. Konsideran adalah
suatu politik hukum yang melatarbelakangi sedandgkasel 50 (h) adalah

norma yang merupakan perwujudan dari politik hukum.
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Konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mef(i&ga)
tujuan umum yang ingin dicapai dengan penyusunasangrundang
tersebut, yait{®

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangaktdk
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditujukatuk
mengarahkan pembangunan ekonomi kepada terwujudnya
kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dannghiétadang
Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangahkték
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disusutuku
mewujudkan demokrasi ekonomi yang menghendaki adany
kesempatan yang sama bagi setiap warga negaraik@ngerta
dalam proses produksi dan pemasaran barang dajaatadalam
iklim yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekundan
bekerjanya mekanisme ekonomi pasar secara wajar;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangaktdk
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimaksudiktuk
mencegah pemusatan ekonomi pada pelaku usahduerten
Pengecualian pelaku usaha kecil dalam Undang-Unbliamgor 5

Tahun 1999 ini juga harus memperhatikan asas ydagdalam undang-
undang tersebut. Asas Undang-Undang Nomor 5 Ta#i88 thengandung

suatu pengertian bahwa pelaku usaha dalam mengalarkegiatan

*® Thee Kian Wie, op.cit., hal. 7.
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usahanya berasaskan demokrasi dengan memperhtsmimbangan
antara pelaku usaha dan kepentingan umum. Selasidevan dan asas,
tujuan undang-undang tersebut juga harus dipedratialam pemberian
ketentuan pengecualian tersebut. Pasal 3 Undangfdndomor 5 Tahun
1999 menyebutkan bahwa tujuan dari undang-undaraglaiah untuk:

a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisieksnomi
nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatka
kesejahteraan rakyat.

b. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengan
persaingan usaha yang sehat sehingga menjamina#apgstian
kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usadmra pelsiku
usaha menengah dan pelaku usaha kecil.

c. Mencegah adanya praktek monopoli dan persaingahausdak
sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

d. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatsaha.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 didasari oleh &slacdan

UUD 1945 seperti yang tertera dalam konsideran ngrdendang tersebut.
Dasar bagi sistem perekonomian Indonesia telahmdiskan dalam
konstitusi, antara laift’

1. Sistem ekonomi Indonesia dibangun berdasarkan iprins
kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat memabaw

konsekuensi bahwa wewenang memilih sistem perekiamoyang

47 Agus Sardjono, 2004Anti Monopoli atau Persaingan Sehdtadan penelitian dan
Pendidikan Keuangan, online http://www.bppk.depkeu.d@9djuli 2010)
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akan diterapkan tidak berada ditangan pemerintaainkan ada
ditangan rakyat. Prinsip ini dikatakan sebagai gjpindemokrasi
ekonomi. Pemerintah bertugas mengimplementasiksensiyang
diterapkan oleh rakyat sebagaimana tertuang dalanstikusi.
Intinya agar sistem ekonomi yang dijalankan olehgane
(pemerintah) dapat mendatangkan kesejahteraaratradgcara
menyeluruh. Rumusan yang baku dari prinsip ini a@uadeperti
dinyatakan dalam sila kelima dari Pancasila: Kead#osial bagi
seluruh rakyat Indonesia.

. Sumber-sumber daya alam dikuasai oleh negara dgaanthatkan
untuk kemakmuran rakyat. Dasar ini mengamanatkapadeae
negara untuk mengatur dan mengelola sumber daya atar
menjadi sumber kesejahteraan rakyat secara kebeluralan
bukan untuk kesejateraan sekelompok atau satu ggmhorertentu.

. Sistem ekonomi dibangun berdasarkan pada usahanierdan
bukan berdasarkan kebebasan individu pemilik mdsigkem ini
menekankan pada sudut pandang yang tidak berawal

kebebasan para pemilik modal untuk mengelola susin@ber
daya ekonomi, melainkan pada usaha bersama. Namuiak

berarti bahwa kaum pemilik modal tidak memperokrhgat untuk

berusaha, akan tetapi penekanannya lebih pada ag&nyerataan

da

perolehan kesempatan untuk mengelola dan memaafaatk

sumber-sumber daya ekonomi. Tujuan akhirnya adalah
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kesejahteraan bersama dan bukan kesejahteraanikpenadal

yang terkuat.

4. Cabang produksi yang penting bagi negara dan meaghajad
hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Hal inimiveva
konsekuensi bahwa swasta tidak diperbolehkan melagelan
menguasai suatu cabang produksi yang penting darguasai
hajat hidup orang banyak, kecuali telah mendapatdatadari
negara berdasarkan suatu produk perundang-undasgensah.
Oleh karena itu, kedaulatan ekonomi berada ditangeyat
berdasarkan dasar pertama diatas, maka mandat skag
diberikan olen negara (pemerintah) kepada swassaliet harus
mendapat persetujuan terlebih dahulu dari rakyati, Jnandat itu
harus berbentuk suatu undang-undang.

Keempat dasar sistem perekonomian di atas terangaiam
ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Deaaiaru dan
penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sdagat kita ketahui
secara jelas, bahwa pasal ini menjadi landasartikpgderekonomian
nasional secara menyeluruh yang pada dasarnyaadipieh pancasila
sebagai ideologi yang bersifat terbuka dan dina@®ieh karena itu, dasar
kebijakan politik perekonomian Indonesia harus naengpada ketentuan
Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Pemahaman ini tentunya membawa konsekuensi hukusentiri

bahwa pemberlakuan hukum persaingan usaha di Is@omeerupakan
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bagian dari hukum ekonomi secara nasional. Dashijakan politik
perekonomian nasional hukum ekonomi kita tentunyengacu pada
Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 Undang-Undasgr845 secara
jelas merumuskan bahwa Perekonomian Nasional dissebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Sebelum mengkaji kedudukan Pasal 50 (h) terhadagideran,
asas dan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 198Rarakan dikaji
pemberian ketentuan pengecualian pada Pasal 5@afam undang-
undang tersebut. Pemberian ketentuan pengecualialiberikan dengan
alasan proteksi kepada pelaku usaha tertentu yaaggghp masih
memerlukan perlindungan. Pemerintah merasa periabeekan proteksi
dengan alasan industri ini belum mampu menghademamgan yang
disebabkan faktor, misalnya keterbatasan modaynbehampu efisien,
kendala distribusi, kurang inovatif sehingga tidédan mampu bertahan di
pasar.

Pemerintah memberikan perhatian yang ekstra padhaukecil
mengingat pentingnya sektor usaha kecil terseblandgembangunan
Negara Indonesia. Usaha kecil berperan cukup signif dalam
menyokong perekonomian Indonesia. Kelompok usahanénunjukkan
kekuatannya untuk bertahan terutama ketika tekadis ekonomi yang
memukul usaha-usaha besar. Sektor usaha kecil mamgnciptakan

lapangan pekerjaan baik di desa ataupun di penkotaaupun dalam
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menghasilkan barang dan jasa, termasuk didalanmetyatkhan-kebutuhan
dasar, kepada masyarakat yang berpendapatan l¢anateadalf®

Usaha kecil merupakan salah satu usaha yang dondakm
dunia usaha di Indonesia sehingga memiliki kedudwdan peranan serta
potensi yang sangat penting, karena kegiatan usatitersebut mampu
memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatamyarakat serta
memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan ftdmdup rakyat
banyak.

Pada prinsipnya memang pelaku usaha kecil membatubkatu
perlindungan hukum dalam sebuah persaingan. Pengah hukum bagi
pelaku usaha kecil dibutuhkan ketika pelaku usawl karus berhadapan
dengan pelaku usaha besar dan menengah dalam gessahTentu saja
dengan keterbatasan yang dimiliki oleh pelaku udedw@l sangat sulit
bagi sektor kecil tersebut untuk dapat bersaingaempelaku usaha besar
dan menengaf?.

Prinsip perlindungan bagi pelaku usaha kecil aki&ajidmelalui
prinsip perlindungan hukum internasional dan ppmerlindungan hukum
nasional yang merupakan dasar atau alasan perkbentdang-undang
membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

1. Prinsip Perlindungan Hukum Berdasarkan Hukum Irtsional.
World Trade Organization (WTO) / Organisasi

Perdagangan Dunia adalah suatu organisasi yangjusertuntuk

“8 Thee Kian Wie, 1999, op.cit, hal 14
4° Rahmad Abdullah, 200%)saha Kecil dalam Persaingan Usaha Periode Kri€igline
http://www.kompas.con(19 Juli 2010)
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meningkatkan perdagangan dunia melalui penghapogaratan
non tarif dan menerapkan pemberlakukan tarif umpeitdagangan
barang, selain itu untuk menata sistem perdagadgam agar
lebih efisien dan efektif. Organisasi ini juga nmakan suatu
forum negosiasi bagi para anggota untuk merundimgka
kepentingan nasional masing-masing negara anggota.

Salah satu aturan yang banyak mempengaruhi sisisar p
adalah perjanjian umum tentang tarif dan perdagarf{GaATT).
GATT telah ditetapkan sebagai aturan main persainga
perdagangan internasional dan telah digariskansiprimukum
yang perlu diperhatikan oleh setiap negara dalansapegarr’
Persaingan pasar dalam negeri harus tunduk padasippri
“National Treatment”.

Unsur-unsur penting yang terkandung dalam prinsip
“National Treatment” adalah adanya kepentingan lebih dari satu
negara. Kepentingan tersebut terletak di wilayah termasuk
yuridiksi suatu negara, negara tuan rumah harus beekan
perlakuan yang sama baik terhadap kepentingannyalirse
maupun terhadap kepentingan negara lain yang beida

wilayahnya, perlakuan tersebut tidak boleh menirdoul

%0 |_.Sumartini dkk, op.cit, hal 20.
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keuntungan bagi negara tuan rumah sendiri dan nkarug
kepentingan negara laih.

Prinsip  “National  Treatment” ini  menghindari
diterapkannya peraturan-peraturan yang meneraplatakpan
diskriminatif yang ditujukan sebagai alat untuk nbemkan
proteksi terhadap produk-produk buatan dalam nedémdakan
yang demikian ini menyebabkan terganggunya korp#ssaingan
antara barang-barang buatan dalam negeri dengamdo@anpor
dan mengarah kepada pengurangan terhadap kesaghter
ekonomi.

Persaingan yang adil antara produk impor dan produk
dalam negeri, maka terjadi perbaikan kinerja padayksi dalam
negeri untuk lebih efisien sehingga dapat bersdempan produk
impor, sedangkan bagi konsumen memperoleh baramg hgdih
baik dan harga yang lebih wajar.

Diberikan peluang bagi negara untuk menetapkan
pengecualian umum yang berkaitan dengan kepentingan
nasionalnya (Pasal XX GATT yaitu memperkenankarnusoagara
untuk melakukan hambatan perdagangan dengan alasan
melindungi kesehatan manusia, hewan dan tumbubtthan,

importasi barang yang bertentangan dengan moralsetoasi

> Ipid.
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hutan, mencegah perdagangan barang-barang pusakayatg
bernilai budaya dan perdagangan efias.

Negara berkembang yang masih terbelakang dalam
beberapa hal tertentu diberikan kelonggaran, keaent¥WTO yang
memberikan perlakuan khusus dan berbeda pada negara
berkembang dengaBpecial and DifferenfS&D) Treatmentyaitu
perlakuan khusus dan berbeda bagi negara berkembtahgni
dimungkinkan karena adanya perbedaan tingkat pegoipam
antara negara maju dan negara berkembang.

Perlakuan khusus seperti diberikannya masa trabaigi
negara berkembang yang lebih longgar. Juga adaaydudm
teknis bagi negara berkembang agar mereka siapmdala
mengimplementasi ketentuan WTO tersebut. Perlakuenbeda
yang dimaksudkan adalah untuk dimungkinkan adanya
pengecualian exeption bagi negara berkembang dalam hal
implementasi seperti pemberian perlindungan tenqnadaktor
usaha kecil yang merupakan amanat dari prinsipingerhgan
internasional tersebut.

2. Prinsip Perlindungan Hukum Berdasarkan Hukum Nagion

Selain prinsip perlindungan hukum internasional gyan

mendasari pemberian pengecualian pelaku usaha tgagglong

2 Joko Handoko, 2004Perlindungan Hukum Perdagangan Modern/GATanline
http://www.kompas.cordiakses tanggal 18 April 2011.
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dalam usaha kecil, terdapat pula prinsip perlindundiukum
nasional yang mendasari bahwa pelaku usaha kedqilisha

dilindungi.

Cita-cita bangsa Indonesia terangkum dalam pemiukaa

UUD 1945, yang lazim dikenal dengan rumusan palkcssi
bertujuan untuk mencapai kemakmuran seluruh rakygdnesia,
yaitu dengan cara memberikan suatu bentuk perlgalumukum
terhadap pihak ekonomi lemah, seperti yang terdigdam:

a) Pasal 27 UUD 1945

Pasal 27 UUD 1945, menjelaskan bahwa “segala
warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dap-
tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan pempgnd
yang layak bagi kemanusiaan.”

Di dalam pasal tersebut terdapat beberapa asas,
yaitu asas keseimbangan, keserasian dan keselgrasgn
mengandung pengertian bahwa dalam pembangunan
nasional harus ada keseimbangan antara berbagai
kepentingan dunia, yaitu keseimbangan, keserasan d
keselarasan antara kepentingan dunia dan akhi@erim

dan spiritual, jiwa dan raga, individu dan masyatattan

hal.100.

3 Soetrisno P.H, 1981Ekonomi Pancasila Yogyakarta: Bagian Penerbitan UGM,
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negara pusat dan daerah serta antar daerah, kegzenti
prikehidupan darat, laut dan dirgantara serta kiapgan
nasional dan internasional (Tap MPR II/MPR/1998
PROPENAS Il ¢ (5)) yang terdapat dalam Pasal 27 ayat 1.

Asas persamaan yang mengandung pengertian
keadaan yang sama atau yang serupa dengan yarig lain
terdapat dalam Pasal 27 ayat 1 dan asas usahambersa
yang mengandung pengertian bahwa usaha mencagai cit
cita dan aspirasi bangsa harus merupakan usahanizers
dari seluruh rakyat yang dilakukan secara gotorypig
dan dijiwai semangat kekeluargaan (Tap MPR/I/MPB&L9
PROPENAS bab II ¢ (2)j dalam Pasal 27 ayat 2.

Ketentuan ini selain mengatur prinsip persamaan
hak dasar warga negara, juga mengandung maknaadany
kewajiban negara untuk melindungi warga negara atau
pengusaha ekonomi lemah, agar secara bertahap mampu
bersaing secara wajar dengan pengusaha lainnyateiag

terlebih dahulu berkompetenéi.

* J.P.M.Ranuhandoko, 200@erminologi Hukum Inggris Indonesialakarta: Sinar

Grafika, hal.97.

%5 Departemen Pendidikan Nasional, 2002, op.cit, hal.531.

%% Departemen Pendidikan Nasional, 19R8mus Istilah menurut Peraturan Perundang-
Undangan Republik Indonesidakarta: PT Tatanusa, hal. 112,

" Untung Tri Basuki, 2003Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Persaingan Usaha
Industri Kecil Di Pasar BebasBadan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, hal. 17.
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Kita sadari bahwa pelaku usaha di Indonesia masih
beragam tingkat kemampuan ekonominya, oleh karena i
prinsip persamaan dapat memenuhi kebutuhan hukum
untuk memberikan perlakuan yang berbeda kepada
pengusaha yang telah mampu di satu pihak dan
memberikan perlindungan kepada pengusaha yang belum
mampu.

Pasal 33 UUD 1945

Pasal 33 UUD 1945 tersebut merupakan dasar dari
sistem demokrasi ekonomi di Indonesia, terutamagaen
dirumuskannya kalimat “Perekonomian disusun sebagai
usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluamatarf
sistem perekonomian yang berdasarkan Pasal 33 UUD
1945, secara jelas menekankan bahwa perekonomian
nasional harus dibangun atas dasar falsafat desiokra
ekonomi dalam wujud perekonomian kerakyatan.

Pasal ini jJuga menyatakan antara lain bahwa dalam
pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produks
dikerjakan semua, untuk semua dibawah pimpinan atau
pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran
masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran

orang-perorangan.
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Asas demokrasi sendiri mengandung pengertian
bahwa demokrasi berdasarkan pancasila yang meliputi
bidang sosial, ekonomi, serta dalam penyelesaizsaliada:
masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh
jalan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. (Tap
MPR II/MPR/1998 PROPENAS bab Il ¢ (3J)

Asas demokrasi pancasila mengandung pengertian
bahwa upaya mencapai tujuan pembangunan nasiongl ya
meliputi seluruh kehidupan masyarakat, berbangsa da
bernegara dilakukan dengan semangat kekeluargaam ya
bercirikan kebersamaan, gotong royong, persatuam da
kesatuan meliputi musyawarah untuk mencapai mufakat
(Tap MPR 1I/MPR/1998 PROPENAS bab Il ¢ (3))

Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasarkan atas asas kekeluaf§danli esensi
dari pasal 33 UUD 1945 adalah perekonomian berasen
kepada ekonomi kerakyatan, dimana hal ini merupakan
penuangan pembukaan Undang-Undang 1945, vyaitu
mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyar

Indonesig®*

%8 Departemen Pendidikan Nasional, 1999, op.cit., hal.58.
59 H
Ibid.
€0 Rachmadi Usman, 2004, op.cit, hal.10.
%1 |bid.
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H.M. Jusuf Thalib menyatakan dalam Pasal 33

UUD 1945 dengan tegas mencantumkan 10 (sepuluh)

elemen dasar demokrasi ekonomi, y&ftu:

(1) Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semuaadiah
pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota
masyarakat itu;

(2) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama
berdasarkan asas kekeluargaan;

(3) Kemakmuran masyarakat, bukan orang-perorangan;

(4) Bangun perusahaan yang sesuai prinsip-prinagard
ekonomi;

(5) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Nedana
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
Negara;

(6) Tidak boleh ada penguasaan dari orang-peroranga
yang berkuasa untuk menindas rakyat;

(7) Yang boleh dikuasai orang-perorangan hanya yang
tidak menguasai hajat hidup orang banyak;

(8) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandungrdal

bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat;

52 Didik J.Rachbini, 2001Politik Ekonomi Baru Menuju Demokrasiakarta: Grasindo,
hal.90.
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(9) Prinsip-prinsip dasar ekonomi yang dimaksudaufal
pasal 33 UUD 1945 dipergunakan sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat;

(10) fakir miskin dan anak-anak terlantar dipeléhaieh
Negara.

Kesimpulannya, kesepuluh prinsip dasar demokrasi
yang dimaksud tercantum dalam Undang-Undang Dasar
1945 jika dijabarkan lebih jauh lagi akan terlii@hwa
sistem perekonomian Indonesia berdasarkan pringigtp
tersebut dan harus dijadikan sebagai landasan akelij
dan program-program pembangunan perekonomian
nasional.

Demokrasi ekonomi merupakan ikhtiar guna
menciptakan, memelihara dan meningkatkan kapabilita
dari sistem ekonomi sekaligus membuat sistem itu
senantiasa mampu mendorong motivasi segala surapar d
manusia bagi pembangunan bangsa secara keseluruhan
untuk kemakmuran rakyat. Melalui demokrasi ekonomi
akan terwujud kekuatan ekonomi di masyarakat secara
merata tidak terkumpul dibeberapa tangan anggota
masyarakat.

Pemerintah sangat berperan untuk melindungi

masyarakat terutama dalam golongan ekonomi lemah



70

dalam hal ini dibidang perekonomian yaitu pelakahas
kecil dengan segala keterbatasannya untuk dapat
memperoleh kesempatan yang sama dengan pelaku usaha
menengah dan besar, sehingga keadilan sosial daguls
masyarakat Indonesia dapat terwujud secara m®rata.

c) Pasal 34 UUD 1945

Pasal ini merupakan asas perlindungan dan
pembinaan pihak yang lemah, dimana pasal ini bgbun
“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipeliharahol
Negara.” Asas perlindungan adalah proses, cara atau
perbuatan melindungi sedangkan asas pembinaanrisendi
adalah usaha, tindakan atau kegiatan yang dilaksé&eara
efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yangiHeb
baik®* Dimana kedua asas ini diterapkan untuk melindungi
pihak yang lemah. Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 19¢klae
dalam Bab XIV UUD 1945 yang diberi judul bab
kesejahteraan sosial.

Dengan kata lain perekonomian nasional Indonesia
diurus dan dikelola sebagaimana pun harus berpangka
pada usaha bersama yang berujung pada kesejahteraan
sosial gocietal well-beiny vyaitu suatu kemakmuran

bersama (bukan kemakmuran orang-perorangan). Badul

63 Slamet Sutrisno, 2006jIsafat dan Ideologi Pancasilarogyakarta: Andi, hal.37.
6 J.P.M. Ranuhandoko, 2000, op.cit, hal.79.
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XIV ini menjadi pesan moral bagi Pasal 33 dan P&dal
UUD 1945 yang dipayunginya.

Kemakmuran bersama ini merupakan kemakmuran
seluruh  masyarakat Indonesia untuk memberikan
perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam hal in
sektor-sektor ekonomi yang dihuni oleh pelaku ekaino
yang berukuran kecil, yang keadaannya serba tesdusga
Sektor-sektor itu diantaranya, sektor pertanianyagk
sektor perikanan rakyat, sektor transportasi rakgab-
sektor industri kecil dan rumah tangga, termasuk
perkreditan rakyat. Ekonomi rakyat juga sering loige
sektor informal, karena keterbelakangannya dan ndala
volume produksi yang sangat kecil serta tidak djkepi
dengan ijin usaha secara formal. Sehingga pelagnceRi
yang berukuran kecil tersebut dapat berkembant) ledik
dan bersaing secara sehat dengan pelaku usaha aheneg
dan besar.

Perlindungan pada usaha kecil sebagai pihak yang
lemah merupakan amanat sehingga peraturan yangtdibu
sebagai bentuk perlindungan bagi pelaku usaha &dalah
hal yang sesuai atau tidak bertentangan, termasngath

adanya pemberian ketentuan pengecualian dalam gndan
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Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang bertujuan sebagai

bentuk perlindungan.

Hukum Nasional dan Internasional yang berlaku menyebahwa
pelaku usaha kecil membutuhkan perlindungan. Tetagdum tentu
ketentuan pengecualian pelaku usaha kecil dalaral Bés(h) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai salah satu begdindungan
tersebut adalah merupakan hal yang sesuai untukr dialam undang-
undang tersebut.

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya dalam Pasadang-
Undang Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan bahwa daEmb@ntukan
peraturan perundang-undangan harus benar-benar enteatigan materi
muatan yang tepat dengan jenis peraturan perunaztepgannya.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20@&bdikan
bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumiiem negara
sedangkan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nbndahun 2004
menyebutkan bahwa UUD 1945 merupakan hukum dasamd@eraturan
Perundang-undangan. UUD 1945 yang memuat hukumr dasgara
merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peratuemnndang-
undangan di bawah Undang-Undang Dasar.

Sehubungan dengan Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1pighbtmlang
Nomor 10 Tahun 2004, Pasal 50 (h) Undang-Undang d¥donTahun
1999 yang merupakan norma atau perwujudan politkuim didasarkan

pada prinsip sistem ekonomi yang dianut di Indane€ita-cita bangsa
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Indonesia terangkum dalam pembukaan UUD 1945, yarigh dikenal
dengan rumusan pancasifabertujuan untuk mencapai kemakmuran
seluruh rakyat Indonesia, yaitu dengan cara meikdorersuatu bentuk
perlindungan hukum terhadap pihak ekonomi lemagbersieyang terdapat
dalam Pasal 27 UUD 1945, Pasal 33 UUD 1945 dan B43aUD 1945.

Konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehaujik
hukum suatu norma pun mengarahkan tujuannya kepamlaijudnya
kesejahteraan rakyat berdasarkan pancasila dan 184B. Seperti yang
kita ketahui yang menjadi landasan politik perekoran nasional secara
menyeluruh yang pada dasarnya dijiwai oleh pareasbagai ideologi
yang bersifat terbuka dan dinamis adalah PasallB3 1B45. Oleh karena
itu, dasar kebijakan politik perekonomian Indondsus mengacu pada
ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. UAdadgng Nomor
5 Tahun 1999 merupakan salah satu wujud penjali@tentuan Pasal 33
UUD 1945 tersebut.

Seperti yang sudah dikaji sebelumnya bahwa pemb&atentuan
pengecualian pelaku usaha kecil sesuai dengan hulasional, salah
satunya sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Ketenpeagecualian
pelaku usaha kecil merupakan hal yang sesuai demgansan Pasal 33
UUD 1945 yang bertujuan untuk mencapai keadilanaktmgi seluruh
rakyat Indonesia demi tercapainya kemakmuran baagyarakat luas,

bukan kemakmuran individu atau perseorangan.

® Soetrisno P.H, op.cit., hal.100.
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Dalam konsideran juga disebutkan bahwa demokrasnaki
yang dianut dan yang melandasi undang-undang tdrsebnginginkan
kesempatan berusaha yang sama. Hal tersebut berldggngan adanya
ketentuan pengecualian pelaku usaha kecil dalaral 585 (h) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dengan pemberian ketermigngecualian
pada pelaku usaha kecil oleh pemerintah diharajplegrat memberikan
kesempatan berusaha yang sama dengan pelaku @sanalan menengah
untuk mengembangkan usahanya tanpa takut tidakt dbpaahan
menghadapi persaingan dalam suatu pasar.

Selain itu, pemberian ketentuan pengecualian padkyp usaha
kecil tidak akan menimbulkan pemusatan ekonomi paelaku usaha
kecil walaupun pelaku usaha kecil sudah melakulkaangan yang ada
dalam undang-undang tersebut dikarenakan ketedm@sn kelemahan
yang dimiliknya dalam menghadapi persaingan dengelaku usaha
menengah dan besar lainnya. Jadi dapat dikatakangade adanya
pemberian ketentuan pengecualian pada pelaku usaid tidak
menimbulkan pertentangan dengan konsideran undaagng itu sendiri.

Pengecualian pelaku usaha kecil dalam Undang-Unblamgor 5
Tahun 1999 ini juga harus memperhatikan asas ydagdalam undang-
undang tersebut. Asas Undang-Undang Nomor 5 Ta8i88 thhengandung
suatu pengertian bahwa pelaku usaha dalam mengalardegiatan
usahanya berasaskan demokrasi dengan memperhtismimbangan

antara pelaku usaha dan kepentingan umum.
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Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan politikk perekaan
nasional secara menyeluruh yang pada dasarnyaadipieh pancasila
sebagai ideologi yang bersifat terbuka dan dinarbiasar kebijakan
politik perekonomian nasional hukum ekonomi kitattmya mengacu
pada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 UndangAdgridasar 1945
secara jelas merumuskan bahwa Perekonomian Nasimueun sebagai
usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

Pengecualian pelaku usaha kecil sesuai dengan amrissal 33
Undang-Undang Dasar 1945 yaitu prinsip demokrasigy&emudian
menjadi dasar dari berbagai perundang-undangan g&ag mengatur
serta mendukung kehidupan ekonomi nasional terutadsam
menghadapi era perdagangan bebas termasuk salamyasat/ndang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prakiekopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pelaku usaha kecil adalah merupakan kegiatan ekoreyat.
Kata “rakyat” merupakan ciri khas dari sistem demask di Indonesia.
Usaha kecil yang merupakan salah satu usaha yanmalo dalam dunia
usaha di Indonesia memiliki kedudukan dan perarmgta gotensi yang
sangat penting, karena dapat memperluas lapanggm keeningkatkan
pendapatan masyarakat serta memiliki potensi yaegarb dalam
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak akan tetegasiha kecil tidak
dapat bersaing secara sehat dengan sektor usalengaéndan besar

dalam suatu pasar karena berbagai permasalahamlyeugpinya.



76

Kesesuaian pengecualian pelaku usaha kecil dalardandn

Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga dapat dilihat pa@leah dari Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pralekopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana tujuan dalangiundang ini

diatur dalam Pasal 3. Pasal 3 Undang-Undang Nomdiattun 1999

menyebutkan bahwa tujuan dari undang-undang inabdatuk:

a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiekshomi

d.

nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatka
kesejahteraan rakyat.

Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengan
persaingan usaha yang sehat sehingga menjamina#apgstian
kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usadna jpelaku
usaha menengah dan pelaku usaha kecil.

Mencegah adanya praktek monopoli dan persaingahausdak
sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha.

Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatsaha.

Persoalan muncul ketika tujuan efisiensi yang aaland Pasal 3

huruf (a) dan (d) ini dibenturkan dengan tujuam Igang bersifat publik

dan rasa keadilan. Para ahli ekonomi sepakat bdiakan hanya untuk

efisiensi akan tetapi untuk tujuan akhirnya adalkésejahteraan

masyarakat. Dengan kata lain, efisiensi bukan nakamp tujuan yang

harus diupayakan sekuat tenaga. Jadi, upaya urgwujudkan kegiatan

usaha dan ekonomi yang efisien dapat ditunda apatmll tersebut
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berakibat pada situasi tertentu. Tetapi secard, tkegiatan usaha dan
ekonomi yang efisien akan mewujudkan kesejahtekmai masyarakat
karena sumber daya alam akan digunakan secar@nefisin efektif.
Dalam Pasal 3 huruf (a) dikatakan bahwa efisieksinemi nasional
diposisikan sebagai salah satu upaya meningkatksgjahteraan rakyat.

Empat tujuan undang-undang tersebut disesuaikagadesistem
perekonomian di Indonesia yang berasaskan kekaaanmgntuk mencapai
kemakmuran bersama. Istilah kekeluargaan seringkialfsirkan sebagai
anti persaingan, tetapi sebenarnya esensi dari Basayat (1) tersebut
adalah perekonomian Indonesia berorientasi kepkoiaoeni kerakyatan.
Selain itu pemaknaan kekeluargaan merupakan peaoangrridis
konstitusional dari amanat Undang-Undang Dasar 19%&am
mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakgmmnesi€® Sistem
ekonomi kerakyatan memprioritaskan penanggulangamigkinan dan
pemberdayaan usaha kecil sebagai yang ufdma.

Mengingat adanya berbagai kendala yang dihadapi p&daku
usaha kecil maka pemerintah memberikan pengecutdibadap pelaku
usaha yang tergolong usaha kecil tersebut agart dépa bersaing
memperebutkan pasar dengan pelaku usaha menergabumtpelaku

usaha besar. Akibat yang ditimbulkan dari pengeamapelaku usaha

% Chatarrasijid dalam Rahmadi Usman, op.cit., hal.10.
7 Anonymous, 2005Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009,
Jakarta: Sinar Grafika, Bab IV, subc.2, hal.52.
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kecil secara jelas adalah tujuan yang diharapkah pemerintah, akibat
yang ditimbulkan tersebut adalah:

1. Dapat meningkatkan kesejahteraan bagi rakyat, amatsektor
usaha kecil, mengingat usaha kecil adalah kegekanomi rakyat
yang berskala kecil dengan memenuhi kriteria ke&kayhbersih
atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikangsginana yang
diatur dalam undang-undang.

2. Pengecualian pelaku usaha kecil disini dapat me&dap iklim
usaha yang kondusif bagi pelaku usaha kecil. Adanya
permasalahan yang dihadapi serta kelemahan usald, ke
kebijakan untuk memberdayakan usaha kecil ini ddpéuat dari
pemberian pengecualian tersebut dimana hal initdapaciptakan
lingkungan yang baik bagi usaha kecil. Infrastrukpasar yang
mapan bertindak sebagai aturan main yang transpardnk
membatasi ketidakpastian dan menjamin hasil yamgjeaf dari
mekanisme pasé&f.

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 justru dapat ngaite
terjadinya praktek monopoli dan persaingan usabaktisehat
apabila terjadi persaingan dalam memperebutkanr pastara
pelaku usaha menengah ataupun pelaku usaha besgandeelaku

usaha kecil, dengan adanya perbedaan kemampuam daksu

® Sri Mulyani Indrawati, 1999Kebijakan Bersaing dan Relevansinya Dengan Usaha
Kecil Dalam Undang-Undang Anti Monopoli dan Dampaknya terhadapMUKhe Asia
Foundation, hal 20.
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kegiatan usaha antara pelaku usaha tersebut medkanbu

persoalan keadilan, yaitu manakala pelaku usahd kersaing

dengan pelaku usaha besar dalam memenuhi sumbex day
ekonomi, politik, kekuasaan ataupun sumber dayan.al@leh
sebab itu pemerintah merasa perlu melakukan catapgan, yaitu
dengan memberikan perlindungan kepada usaha keddmd
melakukan kegiatan usahanya dengan pemberian peaigec
dalam undang-undang tersebut.

Dalam penciptaan hukum sendiri terdapat tujuan yhagdak
dicapai dalam pemberlakuan hukum itu sendiri. Giplan setiap produk
hukum yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia dilka@pmemenuhi
ketiga tujuan hukum termasuk Undang-Undang Nomofaun 1999
tanpa terkecuali pun harus memenuhi ketiga tujudoim tersebut.

1) Teori Keadilan Etis)

Sebuah peraturan perundang-undangan sangat pgerdun tu
hukum untuk menciptakan keadilan dalam pemberlakuan
perundang-undangan tersebut. Pemberlakuan suatungruwhdang
tidaklah boleh menguntungkan salah satu pihak danugikan
pihak yang lain. Bila kita menghubungkan pengeamalialam
Pasal 50 (h) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ndakam
hal ini terdapat suatu pemikiran dari pemerintatukirbertindak

adil terhadap pelaku usaha kecil.
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sendiri adalabkunt
menciptakan keadilan, dengan diberikan pengecuatialaku
usaha kecil dalam undang-undang tersebut maka (palakha
kecil diijinkan untuk menciptakan kondisi praktelomopoli dan
persaingan usaha tidak sehat dimana hal ini dikaraglapat
melindungi sektor usaha kecil dalam persainganngehi usaha
kecil mampu bertahan dan mengembangkan usahanga wahg
menjadi pesaingnya adalah pelaku usaha menenggtumaselaku
usaha besar.

Menurut teori keadilan, hukum semata-mata bertujuan
keadilan. Teori keadilan digunakan untuk mengaaalis
dikecualikannya pelaku usaha kecil dalam UndangadgdNomor
5 Tahun 1999. Pemberian pengecualian bagi pelag@baugang
tergolong usaha kecil, tentunya tidak lepas darigieaman konsep
keadilan menurut John Rawls. Bila masyarakat beldiatur
dengan baik, maka orang-orang harus kembali passsipasli
mereka guna menemukan prinsip-prinsip keadilan yemgr>°

Posisi asli ¢riginal position) ini adalah keadaan dimana
manusia berhadapan dengan manusia lain sebagasimabDalam
hal ini usaha kecil coba kita posisikan kembali ppagjuan dari

pembentukan usaha kecil ini sendiri adalah kegigtamy dapat

69 John Rawls dalam Theo Huijibers, op.cit., hal.197.



81

mensejahterakan  kehidupan  masyarakat dan membantu
peningkatan pendapatan masyaraKat.

Keadilan seperti ini dianggap sebagai suatu kejmjur
manusia terhadap manusia, bila kita hubungkan deuasgaha kecil
maka kedudukan usaha kecil sebagai manusia, oleimdaya
dalam hal pelaksanaanya tidak dipengaruhi pertigénan
pertimbangan lain, sehingga sesuai dengan tujuaal abagai
kejujuran fustice as fairnegs dalam prinsip keadilan ini
diperlukan suatu ketegasan dalam menentukan pryasig dipilih
sehingga semua memperoleh sesuai dengan pof8inya.

Pemberian pengecualian terhadap pelaku usaha yang
tergolong usaha kecil dalam Undang-Undang Nomoaftumh 1999
berdasarkan atas pertimbangan pemerintah yang anelih
ketimpangan atau ketidaksamaan dalam kemampuasaterwleh
pelaku usaha kecil yang membutuhkan keberpihakatukun
memberdayakan usahanya tersebut, sehingga dimiagkin
perlakuan yang tidak sama yang lebih berpihak pedzku usaha
kecil.

Ini dimaksudkan semua pelaku usaha mempunyai pgluan
yang sama, adil diartikan sebagai usaha untuk mekalnepeluang
yang samaequal opportunity bukan perlakuan yang sameqggal

treatmen} kepada para pelaku usaha untuk dapat tumbuhrbarsa

70 H
Ibid.
™ Munir Fuady, 2005Filsafat Dan Teori Keadilan ModernBandung Citra: Aditya
Bakti, hal.43.
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Atas dasar keberpihakan itulah, pelaku usaha kbkécualikan
dari berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 199fatey
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usah&kSéaat.

Teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh
Aristoteles lebih mengemukakan adanya keseimbadgim hal
penerimaan dan juga keseimbangan atas hal yarygdiékukan.
Menurut teori keadilan distributif bahwa setiap ryamendapat
apa yang menjadi hak atau jatahnya. Jatah ini tgdaka setiap
orangnya, tergantung pada kekayaan, kelahiran, igikad,
kemampuan dan sebagainya, sifatnya adalah propatsi¥ang
dinilai adil disini adalah apabila setiap orang oegpatkan hak
atau jatahnya secara proporsional mengingat akanligikan,
kedudukan, kemampuan dan sebagainya. Keadilan ildiber
kepada setiap orang menurut jasa atau kemampuannya.

Dalam pemberian pengecualian terhadap usaha ke&h m
selayaknya usaha kecil mendapat pengecualian. H®al i
dikarenakan usaha kecil telah banyak memberikantribosi
terhadap negara dan yang paling mendasar adalahban&am
perekonomian kaum ekonomi lemah itu sendiri selandgpat
mengurangi kemiskinan di Indonesia, untuk itu makamang
pantas usaha kecil mendapat pengecualian dalamngndiadang

Nomor 5 Tahun 1999.
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Sedangkan pada teori keadilan sosial John Rawiyatr
keadilan sosial sendiri mentolerir prinsip ketidaksan,
khususnya untuk golongan yang paling tertinggal lofggan
lemah). Keadilan tidak boleh dipahami sebagai suatntuk
kebaikan moral, semacam balas budi, rasa kasilaansajenisnya.
Kebaikan moral tidak memainkan peran apapun dalam
mendefinisikan keadilan sosi&l.Menurut pandangannya, tugas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bukan memberikan
pengecualian pada pelaku usaha kecil agar menjpamdangan
moral dan nilai-nilai tertentu, melainkan menjamiatanan
usaha/iklim usaha yang sehat.

Keyakinan moral bangsa Indonesia bahwa pihak yang
lemah harus dilindungi mengakibatkan hukum tidaktrahe
melainkan bernafaskan keberpihakan nilai-nilai koit@as yang
bersangkutan. Rawls menyatakan bahwa moral bukasanr
negara, maka tugas hukum bukanlah menjamin pandamgaal
tertentu.

Untuk itu hukum harus prosedural dan netral. Prosdd
dalam arti bahwa hukum tidak bertugas, bahkan timakak untuk
menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang meveujucikai-
nilai tertentu, melainkan menjamin agar segenagaarasyarakat

hidup menurut cita-cita dan nilai-nilai mereka sen@npa saling

2 Bur Rasuanto, 200%eadilan Sosial: Pandangan Deantologis Rawls dan Habermas
Dua Teori Filsafat Politik ModernJakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 181.
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bertabrakan. Netral dalam arti bahwa hukum modeamgdjap
dilarang keras berpihak pada nilai-nilai tertentu.
2) Teori KemanfaatanJtilities)

Menurut Soebekti tujuan hukum seperti ini lebih
menekankan kepada mendatangkan kemakmuran danakgdoah
rakyatnya”*Pada hakekatnya menurut teori ini, tujuan hukum
adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan tamdgiaan
yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyakuaruhukum ini
sejalan dengan pemberian pengecualian terhadaupeisaha
yang tergolong usaha kecil dalam Undang-Undang N@mi@hun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Peraaindsaha
Tidak Sehat.

Mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia
menggantungkan hidupnya pada sektor usaha kediggesh tak
jarang para ahli mengatakan usaha kecil merupakahaurakyat
dikarenakan usaha kecil identik dengan usaha rakidanya
ketentuan pengecualian yang diberikan sebagai kentu
perlindungan dari pemerintah pada sektor usahd #d#w@rapkan
dapat memberikan manfaat seperti contohnya mer§atghanan
sektor usaha kecil dalam menghadapi persaingamggshitidak

mudah “mati” karena kalah bersaing.

"3 Marbun SF, 2002Hukum Administrasi Negar¥,ogyakarta: Ul Press, hal. 56.
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Pengecualian pelaku usaha kecil terhadap Undangiiénd
Nomor 5 Tahun 1999 ini memberikan kemanfaatan daja |
kebahagiaan bagi pihak pelaku usaha kecil sebaggiatan
ekonomi lemah. Pemberian pengecualian terhadagkipelaaha
yang tergolong usaha kecil ini dapat menciptakamaienuran
bagi seluruh masyarakat yang mempunyai kegiatanakolemah
di Indonesia.

Dampak dalam jangka panjang kemanfaatan yang
diharapkan dengan adanya perlindungan ini yaita jikaha kecil
dapat bertahan dalam menghadapi persaingan dant dapa
mengembangkan dirinya maka akan dapat meningkatkan
pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat karaiskuga
dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang memauak u
menampung tenaga kerja Indonesia.

Menurut  teori kemanfaatan, pemberian ketentuan
pengecualian pelaku usaha kecil akan dapat menamerik
kesenangan dan kebahagiaan bagi sebagian besamaraiay
Indonesia.

Teori Kepastian Hukum

Pasal 50 (h) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usatif keitu
hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usahagyterdapat

dalam undang-undang tersebut dapat dilakukan adédkip usaha
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yang tergolong usaha kecil tersebut tanpa ancaenkena sanksi.

Pengecualian ini ditujukan demi terwujudnya suagdipdungan

dalam hal kemampuan bersaing agar dapat bertallam daatu

pasar yang di dalamnya tidak hanya ada pelaku ugahg
tergolong usaha kecil saja.

Ada beberapa teori yang akan pula turut mengkajiuéekan
ketentuan pengecualian pada Pasal 50 (h) dalamngdAdadang Nomor 5
Tahun 1999, yaitu:

1. TeoriStufenbau Des Recht.

Pemberian pengecualian terhadap pelaku usaha yang
tergolong usaha kecil ini sejalan dengan teori ydikgmukakan
oleh Hans Kelsen teostufenbau des rechfaitu suatu norma
hukum valid lantaran dibuat menurut cara yang tltem oleh
suatu norma hukum lainnya, dan norma hukum lainnyadalah
landasan validitas norma hukum yang pertama. Hulouramtara
norma yang mengatur pembentukan dengan normaHaidgapat
digambarkan sebagai hubungan subordinasi, yang palein
kiasan keruangaff, pandangan seperti ini dipandang oleh kelsen
sebagai semua hukum berakar dari norma dgsandnorn).”

Peraturan hukum keseluruhannya diturunkan dari aorm
dasar yang berada di puncak piramid dan semakiravkai

semakin beragam dan menyebar. Sehingga norma terséas

" Hans Kelsen dalam Theo Huijbers, 2068safat Hukum Dalam Lintasan Sejarah,
Yogyakarta: Kanisius, hal.90.
S Ibid, hal. 160.
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adalah abstrak dan makin kebawah semakin konkeshaRaman
ini merupakan rangkaian dari pembangunan sistenurhukang
dijadikan norma dasar dari pembentukan Undang-Undéomor
5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek MonopoliRiznsaingan
Usaha Tidak Sehat adalah Undang-Undang Dasar 1945.

Pemahaman ini tentunya membawa konsekuensi hukum
tersendiri bahwa pemberlakuan hukum persaingan ausah
Indonesia merupakan bagian dari hukum ekonomi aatasional.
Dasar kebijakan politik perekonomian nasional hukekonomi
Indonesia tentunya mengacu pada Undang-Undang 84&r

Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur prinsip
persamaan hak dasar warga negara, juga mengandakgam
adanya kewajiban negara untuk melindungi warga naegdéau
pengusaha ekonomi lemah, agar secara bertahap maengaing
secara wajar dengan pengusaha lainnya yang telabikedahulu
berkompetensi.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas
menjelaskan bahwa perekonomian nasional disusuagaebsaha
bersama berdasarkan asas kekeluargaan, asas kgaatuani
tentunya menjadi arah kebijakan politik perekonendalndonesia
dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 merupakas asa

perlindungan dan pembinaan pihak yang lemah.
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Ketiga pasal tersebut jika dipertautkan dengan iteor
stufenbau des reclmiaka dapat dilihat keterkaitan yang erat antara
perundang-undangan yang lebih tinggi dengan yalnip lkeendah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangaktdk
Monopoli dan Persaingan Usaha sebagai undang-undang
dibawahnya tentu mengacu pada arah Kkebijakan Ipoliti
perekonomian yang sama pula yakni suatu landasamoak yang
berasaskan kekeluargaan.

Maka pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat ddednij
memberikan suatu perkecualian dalam Undang-Undamgax 5
Tahun 1999, dalam hal ini pengecualian terhadapkpelsaha
yang tergolong usaha kecil sebagai amanah dari nigadadang
Dasar 1945 untuk menciptakan kemakmuran bagi deluru
masyarakat Indonesia.

. Teori Konfigurasi.

Menurut Mahfud M.D, keadaan politik suatu negarpaia
mempengaruhi produk hukum negara tersebut. Alaganny
a. Hukum determinan atas politik dalam arti bahwa &&gi-

kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk padaran-
aturan hukum .
b. Politik determinan atas hukum karena hukum merupdiesil

atau kristalisasi saling bersaing.
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c. Politik dalam hukum subsistem kemasyarakatan bepadia
posisi yang sederajat determinasi seimbang anédwadengan
yang lain,karena meskipun hukum merupakan produk
keputusan politik tetapi begitu hukum ada maka semu
kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturaduin

Terdapat perbedaan cara pandang para ahli dalantamen
kedua subsistem kemasyarakatan tersebut. Merekg anya
memandang hukum dari sudut das sollen (keharugan) @ara
idealis berpegang teguh pada pandangan bahwa huilaros
merupakan pedoman dalam segala tingkat hubungaaraant
anggota masyarakat termasuk dalam segala kegiatditik,p
sedangkan mereka yang memandang hukum dari sudusaiia

(kenyataan) atau para penganut faham empiris nieSbaara

realistis bahwa produk hukum sangat di pengaruéh giroduk

politik, bukan saja dalam perbuatan tetapi jugamakenyataan-
kenyataan empiris.

Sudah jelas dalam definisi politik hukum menuvizthfud

MD adalah sebagai kebijaksanaan hukum yang akantel@h di

laksanakan secara melihat konfigurasi kekuasadwakan yang

ada di belakang perbuatan dan penegakan hukundatl.kalau
kita fahami definisi diatas bahwa untuk menghasilkaoduk

hukum itu dengan cara kekuasaan atau kewenangdradenyang
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di tugaskan untuk itu,dan berbicara masalah keluna#a lebih
dekat dengan adanya unsur politik.

Ketika krisis ekonomi melanda negeri ini tahun 198ng
lalu, kesadaran bahwa landasan perekonomian yabanglin
dengan konglomerasi ternyata sangat rapuh dan nananyak
pihak beralih memperhatikan usaha kecil yang cemdger
mempunyai kekuatan bertahan melewati krisis ekorjeda saat
itu. Sejak itu, banyak pihak yang mengusulkan agtategi
pembangunan diubah, dari yang sebelumnya berpihd& pelaku
usaha besar menjadi berpihak pada pelaku usaha &tui
mengusulkan agar pemerintah memberikan berbagaudiman
dan fasilitas pelaku usaha kecil sebagaimana yahg diberikan
pemerintah pada kelompok pelaku usaha besar.

Adanya keadaan euphoria kerakyatan dengan menmnjun
sistem ekonomi kerakyatan membuat pemerintah yangubsa
pada saat itu benar-benar memfokuskan produk hukasemata-
mata untuk rakyat, maka dari itu pemerintah meakgi aturan
pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1899
bertujuan untuk perlindungan pelaku usaha kecil gyarat

kaitannya dengan rakyat.

. Teori Sibernatik.

Menurut Talcoott Parsons dalam masyarakat sebagai

sebuah system terdiri dari 4 (empat) sub sistemy b Sistem
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Ekonomi yang membuat masyarakat dapat bertahan,S&tbm
Politik yang menetapkan strategi pencapaian tuj@m Sistem
Sosial yang mempertahankan ketertiban sosial ddn Sstem
Budaya yang berfungsi mempertahankan sistem filai.

Sub Sistem Hukum dapat masuk pada sub sistem siagial
sub sistem budaya. Diantara keempat sub sistem gdagsub
sistem ekonomi dan sub sistem politiklah yang mi&m#arus
energi yang paling besar, sedangkan sub sistemnhukang
terdapat dalam sub sistem sosial dan sub sistemybutiemiliki
arus informasi yang paling besar, namun untuk bhakea sub
sistem hukum sangat dipengaruhi oleh sub sistemcgkibdan sub
sistem politik.

Tallcott Parsons menampilkan hubungan sibernattiran
sub-sub sistem dalam masyarakat berlangsung melases arus
informasi yang dari sub sistem dengan tingkat mfmsi tinggi
kepada yang rendah. Terjadi arus yang sebalikmja gub sistem
dengan tingkat informasi yang lebih tinggi dalam ima justru
dikondisikan oleh sub-sub sistem yang lebih rendah
kemampuannya untuk memberikan informasi.

Parsons mengungkapkan keempat sistem tersebut knemli

fungsi yang berbeda-beda, Sub Sistem Budaya besifunguk

8 Shidarta, 2008,Moralitas Provesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir,
Bandung: P.T Refika Aditama, hal. 71.
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mempertahankan sistem nilai yang dipiliaténcy, Sub Sistem
Sosial (termasuk hukum didalamnya) berfungsi meraed
ketertiban dalam interaksi sosial (integrasi), jglmya Sub
Sistem Politik menetapkan tujuan dan strategi pemiea (goal),
dan Sub Sistem Ekonomi menyesuaikan diri agar nakgaeksis
bertahan (adaption).

Sub Sistem Budaya yang paling kaya akan nilaisnilai
namun paling miskin energi, mengalirkan nilai-nilgada Sub
Sistem Sosial dimana terdapat hukum yang diamipilrd&i-nilai
dalam masyarakat, yang mempengaruhi Sub SistenikPgding
bersumber dari Sub Sistem Hukum, akhirnya mempehg&ub
Sistem Ekonomi. Dari sudut sebaliknya Sub SisteimnBkni yang
kaya akan energi, namun miskin akan nilai moral pemgaruhi
Sub Sistem Politik, Sub Sistem Politik mempengaiid Sistem
Sosial ( dimana ada hukum, pada akhirnya mempehg&ub
Sistem Budaya, walaupun Sub Sistem Sosial dan Ssiens
Budaya kaya akan nilai-nilai moral, namun tidak rigmenergi,
sehingga yang mempengaruhi adalah Sub Sistem EkalaomSub
Sistem Politik yang memiliki energi yang paling &es

Konsep sibernatik dari Talcott Parsons memberitahuk
bahwa hukum itu tidak pernah otonom. Hukum tidakpada
dihindarkan dari factor ekonomi, politik, sosial nddudaya.

Hukum itu bukan sesuatu yang langsung terciptaaimien ada
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konteks ekonomi, konteks politik ada konteks soslah ada
konteks budaya yang turut menciptakannya.

Melihat pemberian ketentuan pengecualian dengan
menggunakan teori sibernatik maka pemberian ked@ntu
pengecualian tersebut tidak hanya didasarkan abetman budaya
dan alasan normatif melainkan pula keadaan pgiiéila saat itu
dan keadaan krisis ekonomi yang menyadarkan petakrbahwa
pelaku usaha kecil dapat lebih mampu bertahan naetagt krisis
ekonomi.

Begitu pula sebaliknya karena adanya krisis ekaoryamg
membuat keadaan politik di Indonesia menjadi pryat yang
kemudian diwujudkan dengan adanya ketentuan peat@au
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang tidak

bertentangan dengan norma budaya yang ada.

Pemberian ketentuan pengecualian pada pelaku ksafissesuai
dengan hukum internasional yang memberikan perfakeabeda dengan
memungkinkan adanya pengecualian pelaku usaha kecih sesuai
dengan hukum nasional yang didasari oleh Pancdsita UUD 1945.
Menurut teoriStufenbau Des Reckéetentuan pengecualian pelaku usaha
kecil merupakan aturan yang valid, sedangkan méernaani konfigurasi
dan teori sibernatik pemberian ketentuan pengenugada pelaku usaha

kecil bukan merupakan ketentuan yang ada sendifainkan ada
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pengaruh dari berbagai hal seperti konteks ekonkariteks politik ada

konteks sosial dan ada konteks budaya yang turatiptekannya.

B. Kedudukan Ketentuan Pengecualian Pada Pasal 50 (h) Sebagai
Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Ditinjau Dari
Dampak Negatif Yang Dapat Ditimbulkan.

Dalam suatu pasar global dapatlah terjadi persaidgantara para
pelaku usaha, baik pelaku usaha besar, pelaku umahangah dan juga
pelaku usaha kecil. Pasar memerlukan persaingag gehat, karena
persaingan yang sehat merupakan prasyarat tergal@mya ekonomi
pasar, dan persaingan disini dapat memberikan kegah bagi pasar itu
sendiri. Persaingan merupakan konsekuensi logs adanya pasar, dan
persaingan merupakan unsur yang sangat esensah darekonomian
modern’’

Pelaku usaha merupakan bagian dari pasar, dalato pasar
sangat dimungkinkan untuk terjadinya persaingardatam pasar dalam
negeri saja persaingan dapat terjadi antara sepataliu usaha dengan
skala usaha yang sama ataupun persaingan antateu pedaha dengan
skala usaha yang berbeda. Misalnya pelaku usaler bagat bersaing
dengan pelaku usaha besar lainnya ataupun dapsifgeidengan pelaku
usaha menegah ataupun pelaku usaha kecil. Pelaka usenengah dapat

bersaing dengan pelaku usaha menengah ataupunupetaha besar

T Nursalam Sianipar, 2000Aspek Hukum Peran Serta Pemerintah Dalam
Mengantisipasi Pasar Beba3akarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemeakitedn
dan Hak Asasi Manusia RI, hal. 2.
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ataupun pelaku usaha kecil, demikian pula halnyakpeusaha kecil dapat
bersaing baik dengan pelaku usaha kecil itu sendidpi juga dapat
bersaing dengan pelaku usaha besar ataupun pedaka menengah, dari
hal ini dapat dikatakan bahwa pelaku usaha ketdktidapat dipisahkan
dari persaingan.

Bagi pelaku usaha besar, menengah, ataupun keaklah dapat
melepaskan dirinya dari persaingan. Pelaku usaimgate skala usaha
apapun tidak dapat menghindarkan dirinya dari emalggangan bebas,
disini pelaku usaha baik dari dalam negeri maup@an hegeri diharuskan
bersaing secara sehat dan ketat. Demikian pulatsgasth usaha kecil,
pelaku usaha kecil tidaklah dapat lepas dari pegsai secara global ini,
karena pelaku usaha kecil merupakan bagian daairpdan seperti yang
telah disebutkan sebelumnya bahwa persaingan memgeonsekuensi
logis atas terjadinya pasar.

Tahun 2003 Indonesia telah memasuki suatu era gemdan
bebas yaitu dengan menjadi anggota AFBSEAN Free Trade Arga
dimana dalam perdagangan bebas ini barang danjagawdapat secara
bebas keluar masuk dengan sangat mudah. Perdagaetyas disini
bukanlah bebas tanpa aturan. Bebas disini perluiatuk dibatasi,
perdagangan bebas dilakukan dengan aturan maial@indya, sehingga
tidak menciptakan praktek monopoli dan persaingsaha tidak sehat

dalam lingkungan kompetisi tersebut.
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Perdangangan bebas merupakan faktor yang sangimgo®agi
setiap negara, oleh karena itu sangat diperlukdurgan perdagangan
yang tertib dan adil untuk dapat mewujudkan keiarti dan keadilan,
dibidang perdagangan tersebut diperlukan aturai@atyang menjaga
serta memelihara hak-hak dan kewajiban para pelsaha. Bangsa
Indonesia sendiri sudah mempunyai suatu peratueamgang-undangan
itu adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tenthagngan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini
mencerminkan peningkatan kesadaran di pihak PetaBriindonesia
bahwa kestabilan ekonomi makro, kebijakan ekonamipgrsaingan, dan
pengembangan sumber daya manusia merupakan péasypeating yang
diperlukan untuk meningkatkan pembangunan ekonamg yebih efisien
dan berdaya saing internasional dan juga untulapaioya kemakmuran
kepada seluruh lapisan masyaraKat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidaklah dibeiakubagi
para pelaku usaha secara keseluruhan, karena dafatang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pengecualian kepallarapa pelaku
usaha salah satunya adalah pelaku usaha kecil.pCulamnarik bahwa
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan pefdjaoukepada
usaha kecil dari pelarangan yang diatur dalam updadang tersebut

sebagaimana yang tertera pada Bab IX, pasal 50dd€hpan kalimat

8 Untung Tri Basuki, 2003Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Persaingan Usaha
Industri Kecil di Pasar BebasJakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, hal. 13.
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sederhana yang berbunyi yang dikecualikan dari nket& Undang-
Undang nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha tgsigglong usaha
kecil.

Pengecualian ini tentu memiliki banyak implikasenplitian ini
akan mengkaji kedudukan ketentuan pengecualian gaebhentuk
perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil ditirdat dampak negatif
yang dapat ditimbulkan. Dampak negatif yang dititkho ini adalah
dampak negatif jika pengecualian tersebut dimaké&matpelaku usaha
kecil dalam suatu pasar bersangkutan. Dalam pamulskripsi ini,
pengertian pasar bersangkutan dibatasi sebagai paaar dimana hanya
berisi pelaku usaha kecil saja dan dalam pasaehbetstelah terjadi
persaingan antara pelaku usaha kecil yang satiadgrgjaku usaha kecil
yang lainnya.

Potensi adanya dampak negatif yang merugikan dagattimbul
dikarenakan pelaku usaha kecil melakukan larangadahig-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 terkait adanya ketentuan pemdjecuterutama di
dalam suatu pasar yang bersangkutan.Pelaku usatib jkga dapat
bergabung di daerah tertentu atau pasar tertentk mmenciptakan kartel
atau gabungan menyerupai kartel pada tingkat loksg#hingga
menciptakan kekuatan monopoli pada tingkat daer@upan dalam

tingkat pasar bersangkut&h.

9 Wolfgang Pfletschinger, 1999Jndang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehdakarta: Lembaga Pengkajian Hukum Ekonomi Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, hal.421.
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Hal ini dapat kita lihat dalam contoh-contoh poteyeng dapat
dilakukan pelaku usaha kecil dalam melakukan laaangglam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prakekopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

1. Kasus Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinadoresia

(ASMINDO) di Sulawesi Tengah.

ASMINDO adalah organisasi perdagangan rotan mertiahya

pelaku usaha swasta lokal yang berada di bawah NSl yang

diperbolehkan mengendalikan rotan mentah berdiantetsar ke
luar propinsi dan pelaku usaha kecil yang tidalgaleung dalam

ASMINDO tidak mempunyai akses untuk menjual rotan lkar

propinsi. Jadi hanya pelaku usaha kecil yang tenggbdalam

ASMINDO saja yang diperbolehkan untuk menjual rotaentah.

Hal ini diakibatkan karena adanya keraguan atasakgpoan

pelaku usaha kecil, dikhawatirkan tidak mampu marhen

kebutuhan atau permintaan konsumen dengan jumlsdr.b&kan
tetapi, dalam hal ini ASMINDO menimbulkan kartefr&na hanya
anggota yang terdaftar dalam ASMINDO yaitu pelakaha kecil
tersebut saja yang dapat mengirim rotan mentah abdan

setengah jadi keluar propinsi dan tidak memberikasempatan
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bagi pelaku usaha kecil yang tidak bergabung daA&WINDO
untuk ikut menjual rotaff’

2. Potensi pelanggaran pedagang beras skala usahadkdmta
Malang dalam melakukan pelanggaran Undang-Undamgok®
Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dasaiean
Usaha Tidak Sehat.

Potensi pelanggaran pedagang beras skala usahladkeabta
Malang terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 199%atda

dilihat dari tabel berikut ini, yaitu:

8 |ka Dyah Permanasari, 200Bersaingan Usaha Tidak Sehat Yang Dapat Dilakukan
Pelaku Usaha Kecil tesis tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum UnivassiBrawijaya,
hal.6.
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Tabel 1. Potensi Pelanggaran Perjanjian Oleh PedaBaras Skala

Usaha Kecil di Kota Malantf-

Jenis Perjanjian | Pasal Tidak
No. M elanggar M elanggar
1. Oligopoli 4 v
2. Penetapan Harga 5-8 X
3. Pembagian 9 X
Wilayah
4. Pemboikotan 10 X
5. Kartel 11 v
6. Trust 12 X
7. Oligopsoni 13 X
8. Integrasi Vertikal 14 X
9. Perjanjian Tertutup 15 X
10. | Perjanjian denga| 16 X
pihak lain

Sumber Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Dapat DilakuRéeh

Pelaku Usaha Kecil, 20C

8 |bid, hal.60.
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Tabel 2. Potensi Pelanggaran Kegiatan Usaha Pedagang B&eda

Usaha Kecil di Kota Malan®?

No. | Jenis Kegiatan | Pasal | Melanggar Tidak
Usaha M elanggar

L Monopoli 17 X
2. Monopsoni 18 X
3. Penguasaan Pasar 19 X
4. | Jual Rugi 20 v

5. Perbuatan Curang| 21 X
6. Persekongkolan | 22-24 X

Sumber:Persaingan Usaha Tidak Sehat Yang Dapat DilakuRéeh

Pelaku Usaha Kecil, 2005.

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwagped beras di
pasar besar Malang mempunyai struktur pasar oligopara pedagang
tersebut sebagai pelaku usaha kecil secara bersama-bersaing dalam
pasar lokal yang sama sebagai penjual beras damisgja dengan
kualitas yang hampir sama dan harga yang hampiraspuola, para
pedagang beras di pasar besar kota Malang mermpdikgsa pasar yang
kecil dalam pasar bersangkutan, dimana merekaibgrsalam ini. Selain
itu akibat yang ditimbulkan adalah tidak adanyagmebahan pelaku usaha
atau pedagang beras lain di dalam pasar bersamgketaagai pesaing

baru dalam kurun waktu terterfti.

82 \World Bank, 2000, Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Behét, hal. 15.
8 |ka Dyah Ayu Permanasari, op.cit., hal.6.
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Sesuai teori hukum persaingan, bahwa dalam strugasar
oligopoli akan muncul kartel, karena alasan bahetag penjual yang
saling bersaing tersebut dipaksa untuk selalu rkeanepa yang akan
dilakukan oleh pesaingnya. Oleh karena itu untukiadgakan pekerjaan
yang selalu menerka itu, maka para pelaku penjwabkama-sama
melakukan kesepakatan bersama untuk membentult. karte

Berdasarkan contoh kasus di atas dapat dijelas&bwa potensi
pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 daalaleh berupa :
1. Kartel

Kartel dapat terbentuk jika beberapa perusahaarg ysaling

bersaing berkolusi secara terbuka atau terselubunguk

mengendalikan pasar dimana mereka beroperasi, ggghimereka
bertindak sebagai monopoli kolektif. Kartel yandaklukan oleh
pelaku usaha kecil dari pedagang beras di pasar bdgslang dapat
mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Kaej menghambat
persaingan berdampak terhadap pihak pelaku usatia l&eénya.

Kartel dapat bertahan di pasar hanya apabila palskha lain tidak
diberi kesempatan untuk masuk ke dalam pasar tersekelah

dijelaskan di atas bahwa pelaku usaha kecil berapadgar besar
Malang dalam jangka waktu tertentu tidak terjadigrebahan jumlah
pelaku usaha kecil, ini dikarenakan telah terbemgakkartel dalam
pasar tersebut oleh pedagang beras di kota Malaebjngga

menghambat pelaku usaha kecil beras lainnya urap&tdnasuk.
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2. Oligopoli
Oligopoli disini mempunyai pengertian bahwa kesaragn
perilaku para oligopolis, terutama dalam bentuk kiglepraktek
kerjasama yang hampir tidak memberikan kesempatata pihak
pelaku usaha lainnya untuk menghindarkan diri geaktek tersebut.
Berdasarkan contoh di atas menunjukkan bahwa adanyeur pasar
oligopoli diantara pelaku usaha kecil beras dalasap beras di pasar
besar kota Malang, dan telah dijelaskan sebelumvgiawa dari
struktur pasar yang oligopoli tersebut memunculkariel yang tentu
saja akan memunculkan persaingan usaha tidak debhatara pelaku
usaha kecil lainny&’
3. Jual Rugi
Jual rugi disini dimaksudkan untuk menyingkirkaatainematikan
usaha dari pasar pesaingnya dengan cara menetdskga yang
sangat rendah. Pelaku usaha kecil di pasar bes@ Malang
mengatakan pernah melakukan jual rugi, tetapi kegigual rugi ini
tidak dilakukan secara terus menerus karena apabdidakukan terus
menerus justru akan merugikan pelaku usaha kacskindiri®®
Berdasarkan contoh dan analisa dari kasus di atés kegiatan
larangan yang dilakukan pelaku usaha kecil di tga$r memenuhi unsur-
unsur dari praktek monopoli ataupun persainganaifidbk sehat. Unsur-

unsur itu adalah:

8 |ka Dyah Ayu Permanasari, op.cit., hal 56.
8 bid.
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1) Unsur praktek monopoli

a. Terjadinya pemusatan kekuatan ekonomi pada satuleléh
pelaku usaha. Pada kasus 1 dan 2, telah terjaigl kdimana
adanya pemusatan kekuatan ekonomi di beberapaupasaka.

b. Adanya penguasaan atas produksi atau pemasaramldaa
atau jasa tertentu.

Pada kasus 1 pemasaran karet hanya dapat dilakalkén
gabungan pelaku usaha kecil karet dalam ASMINDO dan
menyebabkan pelaku usaha kecil lainnya tidak dapatjual
karetnya.

c. Terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Terjadinya persaingan usaha tidak sehat dapalifk&tadengan
terjadinya atau terbentuknya kartel baik pada kasiesn 2.

d. Tindakan tersebut merugikan kepentingan umum.
Berdasarkan kasus 1 dan 2, akibat yang ditimbubkaaah
susahnya pelaku usaha kecil lain dapat masuk dakasar
bersangkutan.

2) Unsur persaingan usaha tidak sehat

a. Adanya persaingan usaha antar pelaku usaha.

Pada kasus 1 dan 2, bahwa terjadi antar pelakuausatil

penghasil karet dalam pasar bersangkutan, danpgzesda besar
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di kota Malang juga terjadi persaingan diantarakelusaha
kecil yang sejenis.
b. Dilakukan dengan tidak jujur.
Bahwa untuk meniadakan tindakan untuk saling mdaeba
diantara pelaku usaha kecil di pasar besar kotamgalmaka
para pelaku usaha kecil tersebut membentuk kartel.
c. Melawan hukum.
Melawan hukum mempunyai pengertian bahwa persaingan
usaha dilakukan dengan cara melanggar hukum. Pasiles K
dan 2 dapat kita lihat bahwa telah terjadi kartah dhal ini
merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dila@ab
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
d. Menghambat persaingan.
Hambatan persaingan dalam kasus 1 dan 2 adalath susa
masuknya pelaku usaha kecil dalam pasar bersamgkuta
Potensi pelaku usaha kecil dalam melakukan larategangan
dalam Undang-Undang nomor 5 Tahun 1999 justru akemberikan
dampak tertentu bagi pasar bersangkutan itu seBeirdasarkan tabel dan
analisa terhadap contoh di atas, menunjukkan balelsku usaha kecil
dapat melakukan larangan yang terdapat dalam UnAdadgng Nomor 5
Tahun 1999. Kegiatan yang dapat dilakukan pelalahaikecil tersebut
dalam pasar bersangkutan tersebut dapat menimbulerpak negatif

dalam pasar bersangkutan.
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Dampak negatif tersebut adalah:

1)

2)

3)

Dalam pasar bersangkutan itu sendiri tercipta skadisi praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Telah dikatakan sebelumnya bahwa persaingan yarwmt se
merupakan salah satu syarat terjadinya pasar yiaagi, praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tenta dapat
menghambat kinerja dari pasar itu sendiri, selaun tidak
terjadinya efisiensi dalam pasar.

Tidak terciptanya keadaan pasar yang bebas masuk.

Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sedrdt tsaja
menghambat pelaku usaha kecil lainnya dalam pasaaebgkutan
untuk dapat masuk dalam pasar bersangkutan terseut
dikarenakan pasar bersangkutan telah dikuasai peéku usaha
kecil yang melakukan praktek monopoli dan persaingaaha
tidak sehat.

Tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama aesama
pelaku usaha kecil.

Hal ini merupakan lanjutan dari point nomor 2 (dusgl ini dapat
terjadi karena pelaku usaha kecil tidak dapat medak usaha
yang sama dalam pasar bersangkutan, karena susatmogak

dalam pasar bersangkutan pelaku usaha kecil laiselst.
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Sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 27(ayaindang-
Undang Dasar 1945, yaitu:
“tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”
4) Memberikan kerugian kepada pelaku usaha kecil l@nupa

berkurangnya keuntungan.

Halangan-halangan yang dilakukan oleh pelaku ugakd yang

melakukan praktek monopoli dan persaingan usahak tgkhat

tentu saja merugikan bagi pelaku usaha kecil landgngan

berkurangnya omzet penjualan, sehingga hal ini mienikan

kerugian berupa hilangnya atau berkurangnya kegatunyang

seharusnya diperoleh pelaku usaha kecil yang tidakakukan

praktek monopoli dan persaingan usaha tidak selsghut.

Dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh adangterkuan
pengecualian pelaku usaha kecil menempatkan kedadBlasal 50 (h)
menjadi tidak sesuai sebagai bentuk perlindungakurnubagi pelaku
usaha kecil. Ketidaksesuaian ini dikarenakan Pa®gh) yang merupakan
kebijakan perlindungan dari pemerintah justru dag@dk melindungi
pelaku usaha kecil lainnya yang dirugikan akibatkpgk monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat yang dapat dilakukanpelaku usaha kecil
pesaingnya dalam pasar bersangkutan.

Jika aturan pengecualian pelaku usaha kecil dikaittengan pasar

yang terdapat berbagai macam pelaku usaha malematang dikeluarkan
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Pemerintah Indonesia tersebut memenuhi ketiga rnujuakum dalam

penciptaan hukum tersebut. Lain halnya jika atyrangecualian pelaku

usaha kecil dikaitkan dengan pasar bersangkutag anya ada pelaku

usaha kecil saja yang bersaing di dalamnya. Kedelskaian tersebut bisa

kita lihat di bawabh ini:

1)

2)

Tujuan semata-mata untuk mencapai keadilan,

Pemberlakuan suatu undang-undang tidaklah bolehgumémngkan

salah satu pihak dan merugikan pihak yang lain.a Blita

menghubungkan pengecualian dalam Pasal 50 (h) dAdadang

Nomor 5 Tahun 1999, maka hal ini sangatlah beneata. Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 sendiri adalah untuk ip&ian

keadilan yaitu melalui keadaan “bebas masuk daradedeluar”.

Dengan diberikannya pengecualian pelaku usaha @al@m Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka pelaku usaha keeihkhin

untuk menciptakan kondisi monopoli dan persaingsaha tidak sehat
dimana hal ini dapat menghambat pelaku usaha keséing yang
ingin masuk dan mengancam kemampuan bertahan dedesaing di

dalam pasar bersangkutan. Dengan itu dapat dikatddedentuan
pengecualian dalam undang-undang tersebut tidak ememn atau
tidak sesuai dengan tujuan keadilan yang hendakpdic dalam
penciptaan hukum (produk hukum).

Tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakamakfaatan

atau kebahagiaan warga masyarakat.
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Pengecualian pelaku usaha kecil terhadap Undangatégntlomor 5
Tahun 1999 ini tidak seutuhnya memberikan kemaafadan juga
kebahagiaan. Sesuai dengan yang dijelaskan sebgukemanfaatan
dan kebahagiaan tidak akan terjadi jika pelaku aisatil mengalami
kerugian karena susahnya masuk dan bersaing dalasar p
bersangkutan akibat adanya aturan pengecualiamdaidang-undang
tersebut.

3) Tujuan hukum adalah untuk menciptakan kepastianinuk
Tujuan pemerintah untuk memberikan perlindungarot@isi) agar
mampu menghadapi persaingan dalam suatu pasadaprhzelaku
usaha kecil dengan diberikan ketentuan pengecudiam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 jika dikaitkan dengan apas
bersangkutan maka tidak akan menciptakan kepashiakum.
Ketentuan pengecualian yang bertujuan sebagai sumesmtuk
perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil justrengakibatkan
kerugian bagi pelaku usaha kecil pesaing ataudiisdakan ketentuan
pengecualian telah gagal dalam memberikan perlgaumukum bagi
pelaku usaha kecil dan Undang-Undang Nomor 5 T&l989 telah
gagal mewujudkan persaingan yang sehat.

Untuk lebih memperjelas kedudukan Pasal 50 (h)atkananya
dampak negatif yang patut untuk diwaspadai, penuiismbali
menyesuaikan dengan konsideran, asas dan tujuantdikmya Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1999.
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Tiga tujuan umum yang hendak dicapai dengan pemganmsu
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangaaktdk
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yanglddari konsideran
undang-undang tersebut, ya‘?ﬁlz
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangaaktdk

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditujukamuk
mengarahkan  pembangunan ekonomi kepada terwujudnya
kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila damghdtedang Dasar
1945;

b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangaktdk
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat disusatuku
mewujudkan demokrasi ekonomi yang menghendaki adany
kesempatan yang sama bagi setiap warga negarakydrsgrta dalam
proses produksi dan pemasaran barang dan atadgksa iklim yang
sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi danrerfaakya
mekanisme ekonomi pasar secara wajar;

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangaaitdk
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dimaksudkntuk
mencegah pemusatan ekonomi pada pelaku usahauerten

Berdasarkan tiga point di atas bila kita hubung#tangan pasal 50
(h) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam memaerik

perlindungan bagi pelaku usaha kecil dalam suasarpaersangkutan

% |bid, hal. 8.
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beserta dampak negatif yang dapat ditimbulkan pngecualian pelaku
usaha kecil, maka dapat dikatakan bahwa pasal pQrfdang-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 tidaklah sesuai dengan tigatujtmum tersebut.

Apabila kita menghubungkan Pasal 50 (h) pada kenresid
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 huruf (b), makageeualian
usaha kecil terhadap konsideran ini bertolak belgkiarena kesempatan
yang sama dalam partisipasi dalam proses prodt&sipgemasaran barang
dan jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif efegsien tidak tercipta
seperti dalam contoh kasus ASMINDO diatas. Pembepengecualian
pelaku usaha kecil dalam pasal 50 (h) justru basktdapat memberikan
perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil untytati®ebas berusaha
dalam pasar bersangkutan.

Jika kesempatan yang sama tidak tercipta, makantkete
pengecualian dalam Pasal 50 (h) tidak sesuai dekmasideran huruf (a)
karena demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk npgaidaadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia demi tercapainya kemigan bagi
masyarakat luas menghendaki adanya kesempatansgamy bagi semua
warga negara agar tercapainya keadilan dan kemakniagi masyarakat.

Pengecualian pelaku usaha kecil bila dikaitkan dergersaingan
yang terjadi dalam pasar yang bersangkutan juggadietidak sesuai
dengan asas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yasrgpakan
kepanjangan tangan dari Pasal 33 Undang-Undang 284&. Asas yang

terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 mempusyaitu
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pengertian bahwa pelaku usaha dalam menjalankammt&aegusahanya
berasaskan demokrasi dengan memperhatikan kesejarbantara pelaku
usaha dan kepentingan umum.

Pengecualian pelaku usaha kecil tentu saja dajzt thenciptakan
demokrasi ekonomi, ini dikarenakan bahwa pelakuhaiskecil yang
merupakan kegiatan ekonomi rakyat itu dapat meakgnt suatu kondisi
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sedvag ynengakibatkan
terhambatnya pelaku usaha kecil lainnya untuk dapetuk dalam pasar
bersangkutan secara bebas, sehingga tidak menmeki&aempatan
berusaha yang sama bagi pelaku usaha kecil daldmatsepasar
bersangkutan. Selain itu, pelaku usaha kecil dapsiakukan hal yang
dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yatapat
menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha kecil pgsgim dalam suatu
pasar bersangkutan sehingga asas demokrasi yarigjubar untuk
menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyatomedia demi
tercapainya kemakmuran bagi masyarakat luas, but@makmuran
individu atau perseorangan tidak tercapai.

Ketidaksesuaian pengecualian pelaku usaha keahd&lndang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga dapat dilihat pagah yang terdapat
dalam Pasal 3 undang-undang tersebut. Pada pdsalB(a) dikatakan
bahwa efisiensi ekonomi nasional diposisikan sebagkh satu upaya
meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tetapi jika itkbla pada pasar

bersangkutan, dengan pemberian pengecualian pelsdia kecil tidak
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akan dapat meningkatkan kesejateraan rakyat kgrelaku usaha kecil
lainnya terkena dampak negatif dari pengecualiasebait. Selain itu
tujuan menjaga kepentingan umum yang diartikan gabkepentingan
konsumen atau yang lebih luas lagi tidak akan paic&arena dengan
terhambatnya pelaku usaha kecil pesaing untuk dapatk dalam pasar
bersangkutan maka konsumen juga dapat dirugikaenkapilihan atas
barang atau jasa yang ditawarkan tidak banyak.

Pada pasal 3 huruf (b) tujuan pembentukan undadgnm
tersebut juga untuk mewujudkan iklim yang kondugiim yang kondusif
tidak akan tercipta dalam pasar yang bersangkutaenk terjadinya
praktek monopoli dan persaingan usaha sehinggak tiskenjamin
kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usahaikeya.

Pasal 3 huruf (c) juga tidak akan terwujud karseperti yang
dijelaskan sebelumnya pemberian pengecualian paldékyp usaha kecil
memilik potensi-potensi lahirnya praktek monopandpersaingan usaha
tidak sehat dalam suatu pasar bersangkutan. Semtangiaya untuk
mewujudkan pasal 3 huruf (d) dapat ditunda apdtalaersebut berakibat
pada situasi tertentu, seperti yang dikatakan pduta ekonomi, tujuan
bukan hanya untuk efisiensi akan tetapi untuk tujakhirnya yaitu
kesejahteraan masyarakat. Jika pemberian peng@cuahi justru
mengakibatkan kerugian pelaku usaha kecil dalanarpbsrsangkutan

maka tidak akan tercipta kesejahteraan rakyat.
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Persaingan adalah sebuah hal yang wajar bagi se¢iasahaan
termasuk bagi usaha berskala kecil sekalipun ddexajat yang berbeda-
beda. Pada kasus usaha berskala besar, persaamggamidak wajar dapat
berakhir pada munculnya kekuatan monopolistik damentara pada
usaha kecil persaingan boleh jadi tidak begitu diisa Akan tetapi,
persaingan yang terjadi diantara pelaku usaha khysudiantara pelaku
usaha kecil seharusnya dilakukan dengan jujur ddak tmelawan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga tertigg&aungan yang
kondusif bagi para pelaku usaha dalam suatu padamdmenjalankan
kegiatan ekonominya.

Alasan pengecualian dalam Pasal 50 (h) Undang-UWnbamor 5
Tahun 1999 menjadi tidak sesuai dalam memberikdimgengan hukum
bagi pelaku usaha kecil dalam suatu pasar berstamgkkhususnya
perlindungan hukum untuk dapat bersaing dengarkpalgaha lainnya
(pelaku usaha kecil pesaing) dan tidak menjadi &orthari pelaku usaha
pesaingnya. Ketidaksesuaian pemberian pengecuadiaku usaha kecil
dikarena secara otomatis pengecualian tersebut eré@b kesempatan
kepada pelaku usaha kecil untuk melakukan kegiatamg dilarang
kepada pelaku usaha kecil pesaing yang dapat mangada praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Tanpa disadari justru dengan pemberian pengecudepada
pelaku usaha kecil disini dapat menimbulkan prakte@nopoli dan

persaingan usaha tidak sehat pada pasar bersamghd&amang pada
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dasarnya pelaku usaha kecil merupakan pelaku ysattapaling lemah,
tetapi ketika pelaku usaha kecil tersebut bersdiaggan pelaku usaha
kecil lainnya maka terjadilah kesetaraan kekuatasing-masing pelaku
usaha kecil tersebut. Maka dapat dikatakan pembg@eagecualian pada
pasal 50 (h) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidkpat
memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usahd kKetam pasar
bersangkutan.

Ketentuan Pasal 50 (h) yang ditulis dengan kalisederhana
tersebut tentu terlalu singkat dan dapat menimiulkatidakpastian
hukum. Harapan pemerintah dapat memberikan pereu bagi pelaku
usaha kecil untuk dapat bersaing dalam pasar ghtdrajan merasa tidak
perlu mengatur syarat serta ketentuan berlaku ngnpgnggunaan Pasal
50 (h) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat maulkan
permasalahan dalam sebuah pasar bersangkutan.

Resiko negatif yang dapat saja terjadi berupa kerggkolan
untuk menciptakararriers to entry,sehingga menghambat kesempatan
tumbuhnya usaha-usaha kecil baru tentu tidak sedelagan harapan
adanya Pasal 50 (h) tersebut dan memunculkan kpaddan hukum
bahwa ketentuan pengecualian tersebut dapat maljndaelaku usaha
kecil dalam persaingan.

Dalam buku yang dikeluarkan KPPU, sampai saat Ri*Kl belum

mengeluarkan Pedoman untuk pengecualian Pasal) 3nhffang-Undang
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Nomor 5 Tahun 1999 selain itu sampai saat ini masih belum ada aturan
yang dapat mengcover atas adanya kemungkinan hegatg dapat
tercipta dengan diberlakukannya pasal tersebut.

Menurut Prof. Candra Bintoro Cokroaminoto perlu rada
peraturan pelaksanaan agiggsen norntapat dilaksanakan padancrete
norm Untuk mencapai tujuan hukum maka aturan yang hmabstrak
harus dikonkritkan, maka dari itu dibutuhkan peratupelaksanaan dalam
menjalankan norma tersebut.

Tujuan perlindungan pelaku usaha kecil dengan pgaarbe
ketentuan pengecualian pada Pasal 50 (h) Undangfgnaomor 5 Tahun
1999 memerlukan adanya peraturan yang mengatur laijut mengenai
pemberian ketentuan pengecualian tersebut agat oegveujudkan tujuan
dibentuk ketentuan tersebut.

Apabila peraturan pelaksanaan tetap tidak ada daentuan
pengecualian justru dapat menimbulkan kerugian pealziku usaha kecil
yang seharusnya dilindungi maka tidak ada aturangyanampu
mengcover jika keadaan seperti itu terus berlargssehingga dapat

memunculkan kekosongan hukuwa¢um of lavy.

87 KPPU, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kedudukan ketentuan pengecualian pelaku usahatgagmong usaha
kecil dalam Pasal 50 (h) Undang-Undang Nomor 5 matfi99 sesuai
dengan konsideran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1@86na
pemberian perlindungan pelaku usaha sesuai deiggatujuan umum
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang ditarik #ansideran
undang-undang tersebut. Selain itu, ketentuan pemadjan pelaku
usaha kecil dalam Pasal 50 (h) Undang-Undang Nd&miaahun 1999
sesuai dengan asas dan tujuan Undang-Undang Nomahtin 1999
yaitu asas demokrasi ekonomi yang menciptakaneesiekonomi
nasional untuk kesejahteraan rakyat dan pember@mggeualian
terhadap pelaku usaha kecil dalam undang-undasegier merupakan
salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintalik unenciptakan
efisiensi ekonomi nasional untuk kesejahteraanatky

2. Kedudukan ketentuan pengecualian pelaku usahatgaggong usaha
kecil dalam Pasal 50 (h) Undang-Undang Nomor 5 hmakh@99
sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi pealakha kecil jika
ditinjau dari dampak negatif yang dapat ditimbulkitam suatu pasar
yang bersangkutan adalah tidak sesuai. Hal inibdisikan karena

Pasal 50 (h) yang semula bertujuan melindungi udadw dapat
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memberikan dampak kerugian pada pelaku usaha #atdim pasar
bersangkutan  dikarenakan ketentuan pengecualiansebigr
mengijinkan pelaku usaha kecil untuk dapat melakRukarangan
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 vyang dapat
menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalamu spasar
bersangkutan. Adanya dampak kerugian yang bisatsggdi dalam
pasar bersangkutan dan tidak ada aturan yang mesrgdaa keadaan
tersebut terjadi maka dapat dikatakan bahwa apgagecualian tidak
melindungi pelaku usaha kecil untuk dapat mampwsdieg dalam
pasar bersangkutan. Kedudukan ketentuan pengetuatiesebut
menjadi tidak sesuai pula dengan konsideran, asasujuan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999.

B. SARAN

1. Bagi pemerintah.

Pemerintah sebaiknya mewaspasai pelaku usahaylaegjimelakukan
larangan-larangan yang terdapat dalam Undang-Undémmor 5
Tahun 1999. Walau usaha kecil tidak memiliki poielzgninasi dalam
pasar, akan tetapi praktek bisnis yang tidak sde#p periu
diwaspadai. Hendaknya sebagai perwujudan sikap amasp
pemerintah akan terjadinya persaingan yang tidaktsdalam pasar
bersangkutan yang disebabkan oleh pelaku usahal kegig
memanfaatkan pasal pengecualiannya, maka sehardsutya lebih

jelas lagi tentang ketentuan pengecualian terhasapa kecil tersebut.
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Tetap diperlukannya suatu aturan-aturan bagi pelakha kecil dalam
menjalankan kegiatan usahanya sehingga pasal &h¢fgng-Undang
Nomor 5 Tahun 1999 dapat mewujudkan suatu perligainirhukum
bagi pelaku usaha kecil. Diperlukan peraturan Eslaian agar dapat
memaksimalkan ketentuan pengecualian sebagai safh bentuk
perlindungan bagi pelaku usaha kecil.

. Bagi masyarakat.

Hendaknya dengan adanya pengecualian pelaku usaiark dapat
dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku usaha kel@hdanenghadapi
persaingan di pasar bebas dan mampu terus berkgmixatuk
menciptakan produk yang lebih baik sehingga dapataban terus
dalam arus persaingan di pasar. Tetapi dengan adagygecualian
ini, tidak membuat pelaku usaha kecil menyalahganak
kedudukannya, terutama dalam bersaing dengan peis&ba kecil

lainnya dalam pasar bersangkutan.
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